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KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya, dokumen Rencana Strategis (Renstra) DP3APPKB Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan Renstra ini bukan sekadar pemenuhan amanat regulasi, melainkan juga bentuk komitmen kelembagaan dalam menghadirkan arah kebijakan pembangunan yang lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan bagi Provinsi Bengkulu.
Renstra DP3APPKB 2025–2029 disusun sebagai penjabaran operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu 2025– 2029, yang merupakan tahap awal dari implementasi RPJPD Bengkulu 2025–2045. Dengan demikian, dokumen ini memiliki arti strategis, karena menjadi salah satu fondasi awal dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang “Bengkulu Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”
Sebagai perangkat daerah yang memiliki mandat di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan inovasi, DP3APPKB memegang peran sentral dalam memastikan seluruh perangkat daerah bergerak secara harmonis dalam satu kerangka pembangunan yang konsisten dengan visi daerah dan sinergis dengan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, Renstra ini tidak hanya memuat arah kebijakan, program, dan kegiatan, tetapi juga dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur, berbasis data, serta memperhatikan dinamika isu strategis baik lokal, nasional, maupun global.
Keberhasilan penyusunan Renstra ini tentu tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik internal DP3APPKB maupun mitra perangkat daerah, lembaga legislatif, akademisi, hingga masyarakat yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran konstruktif. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi- tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi.
Akhirnya, besar harapan kami agar Renstra ini dapat menjadi pedoman yang jelas bagi seluruh jajaran DP3APPKB dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama lima tahun ke depan. Semoga dokumen ini menjadi landasan yang kuat dalam mengawal terwujudnya pembangunan Provinsi Bengkulu yang religius, inklusif, berkeadilan, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.


Bengkulu,	September 2025
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana




Hj. Willy Purnama Hidayanti, SH.,MH Pembina Tk. I (IV/b) 
NIP. 197107081996032001
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[bookmark: _bookmark3]BAB I 
PENDAHULUAN


1.1. [bookmark: _bookmark4]Latar Belakang
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) DP3APPKB Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029 merupakan tahapan krusial dalam mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2025– 2029. Renstra ini menjadi pedoman operasional bagi DP3APPKB dalam melaksanakan fungsi perencanaan, pengendalian, evaluasi, riset, dan inovasi pembangunan daerah, sehingga arah pembangunan lima tahun ke depan dapat berjalan konsisten, terukur, dan akuntabel.
Sebagai perangkat daerah yang memiliki mandat strategis, DP3APPKB berperan dalam mengharmoniskan lintas sektor pembangunan agar selaras dengan visi, misi, serta kebijakan pembangunan daerah. Dengan demikian, Renstra DP3APPKB tidak hanya merupakan dokumen internal kelembagaan, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti mandat politik pembangunan hasil Pilkada serentak 2024 yang berakar dari aspirasi masyarakat.
RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029 sendiri merupakan tahapan awal dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2045, yang memiliki visi besar “Bengkulu Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.” Pada periode lima tahun pertama, RPJMD menetapkan visi “Bengkulu Maju yang Religius, Sejahtera, dan Berkelanjutan” dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi inklusif, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan nilai religiusitas dalam pembangunan, serta keberlanjutan lingkungan hidup dan sumber daya alam.
Selain itu, arah pembangunan daerah juga harus disinergikan dengan visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.” Hal ini menuntut DP3APPKB untuk memastikan perencanaan daerah tidak hanya konsisten dengan RPJMD, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian indikator pembangunan nasional.
Dalam kerangka tersebut, Renstra DP3APPKB diarahkan untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang berbasis data, evidence-based, serta mendorong penguatan riset dan inovasi daerah sebagai motor penggerak pembangunan. Kondisi aktual pembangunan Bengkulu menunjukkan adanya tantangan berupa keterbatasan infrastruktur, rendahnya nilai tambah ekonomi, kapasitas kelembagaan yang perlu ditingkatkan, serta perlunya tata kelola pembangunan yang lebih adaptif. Namun demikian, Bengkulu juga memiliki peluang besar berupa kekayaan sumber daya alam, letak geografis strategis di jalur Samudera Hindia, serta berkembangnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Melalui Renstra ini, DP3APPKB diharapkan mampu merespons tantangan sekaligus mengoptimalkan peluang dengan memperkuat konsistensi perencanaan, meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan, serta mengintegrasikan riset dan inovasi dalam kebijakan publik. Dengan demikian, Renstra berfungsi tidak hanya sebagai dokumen teknokratis, melainkan juga sebagai instrumen strategis yang adaptif terhadap dinamika global seperti perkembangan teknologi, perubahan iklim, dan transformasi sosial-ekonomi.
Oleh karena itu, Renstra DP3APPKB Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029 memiliki nilai strategis ganda: pertama, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memastikan keterpaduan pembangunan daerah dengan arah RPJMD, RPJPD, dan RPJMN; dan kedua, sebagai instrumen adaptif untuk mewujudkan pembangunan yang religius, inklusif, berkelanjutan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.
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1.2. [bookmark: _bookmark5]Dasar Hukum
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) DP3APPKB Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum, baik di tingkat nasional maupun daerah. Regulasi tersebut antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794).
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19).
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan RPJMD;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.
24. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023–2043 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. [bookmark: _bookmark6]Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) DP3APPKB Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan DP3APPKB dalam jangka menengah. Renstra ini merupakan instrumen penting yang menghubungkan antara visi, misi, dan agenda pembangunan Kepala Daerah hasil Pilkada Serentak 2024 dengan peran kelembagaan DP3APPKB sebagai Penanggung jawab urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
Sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi koordinatif dan analitis, DP3APPKB membutuhkan dokumen strategis yang mampu menuntun seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan agar selaras dengan RPJMD Provinsi Bengkulu 2025–2029. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi pedoman teknis internal, tetapi juga menjadi acuan dalam menjalin koordinasi dengan perangkat daerah lainnya, memastikan kesinambungan pembangunan lintas sektor, serta menjawab dinamika tantangan pembangunan di tingkat daerah maupun nasional.
Renstra DP3APPKB 2025–2029 juga berperan sebagai instrumen akuntabilitas publik yang memastikan arah pembangunan dapat dipahami, dipantau, dan dievaluasi oleh seluruh pemangku kepentingan. Hal ini penting untuk menjamin transparansi, partisipasi, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
2. Tujuan
Tujuan penyusunan Renstra DP3APPKB 2025–2029 adalah mendukung terwujudnya visi pembangunan Provinsi Bengkulu sebagaimana tertuang dalam RPJMD, yakni “Bengkulu Maju yang Religius, Sejahtera, dan Berkelanjutan.” Melalui dokumen ini, DP3APPKB diarahkan untuk memainkan peran kunci dalam menghasilkan perencanaan yang terukur, riset yang aplikatif, serta inovasi pembangunan yang mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Renstra ini juga menjadi wahana untuk memperkuat tata kelola pembangunan daerah yang lebih adaptif, inklusif, dan berbasis data, sekaligus mewujudkan sinergi antara visi daerah dengan visi pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029 “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.” Secara lebih rinci, penyusunan Renstra DP3APPKB Provinsi Bengkulu Tahun 2025– 2029 bertujuan untuk:
a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan daerah dengan menyusun dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang sistematis, berbasis data, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan antar sektor dan antar level pemerintahan, baik lintas perangkat daerah, antar kabupaten/kota dengan provinsi, maupun dengan kebijakan pembangunan nasional.
c. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah melalui prioritas pembangunan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil, guna memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
d. Mendorong pengembangan riset dan inovasi daerah yang relevan dengan kebutuhan lokal, berbasis potensi unggulan, dan mampu menghasilkan terobosan kebijakan maupun solusi teknologi yang berkelanjutan.
e. Memperkuat mekanisme pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pembangunan, sehingga capaian program dan kegiatan DP3APPKB dapat diukur secara objektif serta menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan berikutnya.
f. Menjadi pedoman bagi seluruh aparatur DP3APPKB dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga terwujud keselarasan kerja antar unit dan peningkatan profesionalisme aparatur.
g. Memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian visi jangka panjang pembangunan Provinsi Bengkulu sesuai RPJPD 2025–2045, yakni “Bengkulu Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan,” serta mendukung agenda besar Indonesia Emas 2045.
Pada akhirnya, Renstra DP3APPKB 2025–2029 diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pembangunan daerah yang lebih profesional, partisipatif, dan berdaya saing, sehingga Provinsi Bengkulu dapat tumbuh menjadi daerah yang maju, religius, sejahtera, dan berkelanjutan. Dokumen ini bukan sekadar pedoman teknis, melainkan juga menjadi instrumen strategis untuk mengukur kinerja, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan nasional.
1.4. [bookmark: _bookmark7]Sistematika Penulisan
Rencana Strategis (Renstra) DP3APPKB Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029 disusun secara sistematis agar mudah dipahami dan mencerminkan keterpaduan antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, hingga program pembangunan. Dokumen ini terdiri dari lima bab utama sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan
Bab ini memuat uraian tentang latar belakang penyusunan Renstra, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan. Bagian ini memberikan gambaran awal mengenai landasan filosofis, yuridis, dan operasional yang menjadi dasar penyusunan Renstra DP3APPKB.
Bab II: Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah Bab ini menguraikan gambaran umum mengenai tugas, fungsi, struktur organisasi, serta sumber daya yang dimiliki DP3APPKB Provinsi Bengkulu. Selain itu, disajikan kinerja pelayanan, capaian standar pelayanan minimal (SPM) sesuai tupoksi, kelompok sasaran layanan, serta mitra kerja yang terlibat. Pada bagian akhir, diuraikan pula permasalahan pelayanan dan isu-isu strategis yang dihadapi DP3APPKB dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Bab III: Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam periode Renstra 2025– 2029 sebagai penjabaran dari visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Bengkulu 2025–2029. Selain itu, bab ini juga memuat strategi pencapaian tujuan serta arah kebijakan perangkat daerah yang akan dijalankan selama periode lima tahun.
Bab IV: Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab ini menguraikan secara lebih operasional mengenai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang menjadi tanggung jawab DP3APPKB, dilengkapi dengan kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif. Selain itu, dijelaskan pula keterkaitan sub kegiatan dengan prioritas pembangunan daerah serta target capaian kinerja melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).
Bab V: Penutup
Bab terakhir memuat kesimpulan substantif dari keseluruhan dokumen Renstra, termasuk kaidah pelaksanaan, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan DP3APPKB.
Dengan sistematika tersebut, diharapkan Renstra DP3APPKB 2025–2029 dapat memberikan arah yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami, baik oleh internal organisasi maupun pemangku kepentingan pembangunan di tingkat daerah dan nasional.
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[bookmark: _bookmark8]BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 [bookmark: _bookmark9]Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
a. Kedudukan dan Tugas Pokok
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana(DP3APPKB) Provinsi Bengkulu merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki tipologi A, artinya memiliki peran strategis dan ruang lingkup kerja yang luas. DP3APPKB dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
Dalam struktur pemerintahan daerah, DP3APPKB berkedudukan sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi daerah. DP3APPKB dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
Sesuai Pasal 543 Pergub 21/2024, tugas pokok DP3APPKB adalah: “urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.”
Dengan tugas pokok tersebut, DP3APPKB menjadi think tank Pemerintah Provinsi Bengkulu yang berfungsi menyiapkan dokumen, data, analisis, dan rekomendasi kebijakan yang terukur, berbasis bukti, serta berorientasi pada inovasi untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah.
b. Fungsi Utama
Untuk melaksanakan tugas pokoknya, DP3APPKB menyelenggarakan fungsi-fungsi berikut:
1. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan program di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;.
2. pengkajian, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas sesuai dengan bidang tugas; 
3. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian Penduduk dan keluarga berencana sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan kegiatan; 
4.  pembinaan pegawai Dinas;
5. penyampaian telaahan masalah serta kepegawaian Dinas kepada Dinas;
6. pencapaian Standar Pelayanan Minimal secara tepat sesuai dengan target kinerja yang akan dicapai secara berkala dan berkelanjutan;
7. pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum, kepegawaian dan hubungan masyarakat sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
8. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
9. penyusunan rumusan dan menetapkan laporan pelaksanaan budaya kerja, pengawasan melekat, akuntabilitas kinerja pemerintahan, LKPJ, LPPD, laporan keuangan dan laporan kinerja daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
10. penyelenggaraan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

c. Struktur Organisasi

[bookmark: _bookmark10]Gambar 2. 1 Struktur Organisasi DP3APPKB Provinsi Bengkulu
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Struktur organisasi DP3APPKB Provinsi Bengkulu berdasarkan Pergub 21/2024 terdiri atas:
1) Kepala Dinas
· Pemimpin tertinggi yang mengoordinasikan seluruh fungsi DP3APPKB.
2) Sekretariat
· Subbagian Umum dan Perlengkapan
· Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
Sekretariat berfungsi memberikan dukungan administrasi umum, perencanaan internal, keuangan, dan pengelolaan sumber daya aparatur.
3) Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan
Bidang ini menjadi pusat koordinasi pencegahan, perlindungan perempuan serta meningkatkan kualitas keluarga. 
4) Bidang Data dan Pengarustamaan Gender (PUG)
Bidang ini membidangi perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, sosialisasi, fasilitasi dan distribusi pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi data, dan penyediaan layanan gender.
5) Bidang Pelembagaan dan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
Bidang ini membidangi perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi pelembagaan pemenuhan hak dan perlindungan anak.
6) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Bidang ini melaksanakan kebijakan teknis dalam bidang penegndalian penduduk, advokasi, komunikasi dan edukasi serta penggerakan.
7) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak
Unit ini melaksanakan sebagian kewenangan teknis desentralisasi dan tugas dekonsentrasi Dinas serta perpanjangan tugas dan teknis dibawah kewenangan Dinas.
8) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
Terdiri atas pejabat fungsional penggerak swadaya masyarakat, penata kependudukan dan KB, Perencana, Analis keuangan pusatvdan Derah dan Perawat yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
a. Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumber daya manusia merupakan faktor penentu dalam keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu sehingga Dinas dituntut memiliki aparatur yang kompeten, profesional, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan. Jumlah dan komposisi SDM yang diuraikan dalam Renstra ini menggambarkan kondisi aktual pada saat dokumen Renstra 2025–2029 disusun, sehingga dapat dijadikan dasar dalam merumuskan strategi pengembangan kapasitas aparatur untuk periode lima tahun mendatang.
Berdasarkan rekapitulasi kepegawaian, jumlah ASN di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu adalah 74 orang dengan sebaran sebagai berikut:

Berdasarkan golongan, mayoritas ASN berada di Golongan III (83,8%), diikuti Golongan IV (14,9%), sedangkan Golongan II hanya 1,4%. Kondisi ini menunjukkan dominasi pegawai pada level menengah dengan pengalaman kerja yang cukup matang.
Berdasarkan pendidikan, lebih dari separuh pegawai berpendidikan S1 (67,6%), diikuti S2 (23%), untuk pendidikan D3 sebanyak 5,4 % dan SMA sebanyak 4,1 %. Meski demikian, komposisi ini mencerminkan kapasitas
akademik yang relatif baik, dengan peluang penguatan melalui peningkatan jumlah pegawai sarjana.
Berdasarkan jenis kelamin, ASN perempuan lebih banyak (83,8%) dibandingkan laki-laki (16,2%). Komposisi ini menunjukkan keterwakilan gender yang tinggi, Jumlah keterwakilan perempuan yang sempurna akan memberikan keseimbangan perspektif dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

b. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana merupakan faktor penting yang menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu. Ketersediaan sarana fisik dan peralatan kerja sangat menentukan kelancaran pelaksanaan program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, koordinasi lintas sektor dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Data sarana dan prasarana berikut merupakan kondisi aktual pada saat penyusunan Renstra 2025–2029, sehingga menjadi gambaran awal kebutuhan penguatan sarpras ke depan.
1. Gedung dan Ruang Kantor
Saat dokumen ini disusun, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu memiliki 5 unit gedung kantor yang menjadi pusat penyelenggaraan kegiatan perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi daerah.
· Gedung 1 (Utama)
Terdiri dari 2 lantai. Menjadi pusat layanan administrasi dan ruang kerja bagi sebagian besar bidang.
Memiliki 1 ruang rapat berkapasitas 50 orang. Ruang rapat ini dimanfaatkan untuk koordinasi internal, pembahasan teknis, serta forum konsultasi terbatas.
· Gedung 2
Terdiri dari 1 lantai. Gedung ini digunakan sebagai ruang kerja Sub Bagian perencanaan, namun saat ini gedung ini tidak lanyak dan berpotensi untuk di renovasi.  Dalam perencanaan gedung ini akan di gunakan dan dimanfaatkan untuk gedung Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) DP3APPKB
· Gedung 3
Terdiri dari 1 lantai. Saat ini gedung ini digunakan sebagai Aula Dinas P3APPKB Prov, Bengkulu.   Gedung ini sangat tidak lanyak dan berpotensi untuk di renovasi, karena sudah banyak kerusakan dan kebocoran di gedung tersebut.   Dalam perencanaan gedung ini selain sebagai ruang Ala Dinas, juga akan di gunakan dan dimanfaatkan untuk gedung Forum anak Provinsi Bengkulu.
· Gedung 4
Terdiri dari 1 lantai. Saat ini gedung ini digunakan sebagai UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas P3APPKB Prov.Bengkulu.
· Gedung 5
Terdiri dari 1 lantai. Saat ini gedung ini digunakan sebagai Mushola Dinas P3APPKB Prov.Bengkulu. Mushola ini digunakan selain untuk karyawan dan karyawati Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu juga untuk sarana ibadah bagi Karyawan dan karyawati Baperinda Provinsi Bengkulu.
· Gedung 6
Terdiri dari 1 lantai. Gedung ini digunakan sebagai Pos Jaga Dinas P3APPKB Prov.Bengkulu. Pos ini sangat tidak layak dan berpotensi untuk renovasi karena sudak rusak berat dan tidak ada sarana dan prasarana.

Analisis Kebutuhan ke Depan
1. Aksesibilitas: Gedung yang ada belum sepenuhnya ramah bagi penyandang disabilitas. Ke depan, perlu didesain ulang dengan penambahan fasilitas seperti ramps, lift khusus, toilet difabel, dan jalur evakuasi yang sesuai standar universal design.
2. Kapasitas Parkir: Lahan parkir yang ada saat ini belum memadai untuk menampung kendaraan ASN, tamu undangan, maupun peserta kegiatan besar. Perlu penataan ulang area parkir agar lebih representatif.
3. Pemanfaatan Ruang: Masih terdapat ruang-ruang yang belum termanfaatkan secara optimal. Ke depan, ruang tersebut dapat direnovasi dan difungsikan untuk kebutuhan strategis.

Dengan kondisi 5 (Lima) gedung yang dimiliki saat ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu relatif memiliki sarana fisik yang memadai untuk menunjang kegiatan sehari-hari. Namun, seiring dengan meningkatnya kompleksitas peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu dalam menyusun dan mengawal pembangunan daerah, diperlukan renovasi, optimalisasi pemanfaatan ruang, serta penambahan fasilitas baru. Prioritas penguatan ke depan adalah rehab ruang rapat besar/aula besar yang saat ini sudah rusak berat, memperluas fasilitas parkir, serta memastikan gedung ramah disabilitas. Upaya ini akan menjadikan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu lebih siap dalam melaksanakan koordinasi, konsultasi publik, dan forum perencanaan secara inklusif dan efektif.
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2. Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Berdasarkan inventarisasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu memiliki 85 unit meja kerja dan 101 unit kursi kerja. Jumlah ini secara kuantitatif sebanding dengan jumlah pegawai yang mencapai 74 ASN, sehingga kebutuhan dasar ruang kerja secara umum dapat dikatakan terpenuhi
Selain itu, sebagian perabotan sudah berusia lama dan kualitasnya menurun. Hal ini berpotensi mengurangi kenyamanan kerja pegawai dan produktivitas secara keseluruhan. Oleh karena itu, ke depan perlu dilakukan peremajaan peralatan kantor secara bertahap, sekaligus penataan ruang agar lebih ergonomis, ramah disabilitas, serta mendukung konsep perkantoran modern yang kolaboratif.
.
Namun, distribusi peralatan tidak selalu merata antar bagian, sehingga pada beberapa ruangan masih ditemukan penggunaan kursi dan meja yang tidak standar.
Selain itu, sebagian perabotan sudah berusia lama dan kualitasnya menurun. Hal ini berpotensi mengurangi kenyamanan kerja pegawai dan produktivitas secara keseluruhan. Oleh karena itu, ke depan perlu dilakukan peremajaan peralatan kantor secara bertahap, sekaligus penataan ruang agar lebih ergonomis, ramah disabilitas, serta mendukung konsep perkantoran modern yang kolaboratif.

a. Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
Ketersediaan perangkat TIK saat ini mencakup 34 unit laptop, 11 unit PC, 25 unit printer, 0 unit handphone, dan 0 unit tablet. Jika dibandingkan dengan jumlah pegawai, maka rasio perangkat komputer (laptop + PC) baru sekitar 44 unit untuk 74 pegawai atau hanya sekitar 59%. Artinya, hampir 41% pegawai masih harus berbagi perangkat, padahal sebagian besar tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu seperti penyusunan dokumen perencanaan, pengolahan data, riset, dan evaluasi sangat bergantung pada ketersediaan perangkat digital.
b. Sarana Transportasi Dinas
Untuk mendukung mobilitas pegawai dalam koordinasi lintas wilayah serta pelaksanaan tugas lapangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu saat ini memiliki 4 unit mobil dinas dan 6 unit sepeda motor.
Dari jumlah tersebut, mobil dinas didistribusikan terutama untuk pejabat eselon II, III, dan IV yang total berjumlah 9 orang, sedangkan sisanya digunakan untuk menunjang  kebutuhan     
 operasional  kelembagaan  seperti  perjalanan  dinas,
monitoring dan koordinasi antar wilayah. Sementara itu, sepeda motor dimanfaatkan sebagai sarana operasional pegawai dalam kegiatan distribusi surat menyurat serta pengumpulan data di lapangan.
Jumlah sarana transportasi secara umum belum memadai, karena terdapat beberapa unit kendaraan, baik mobil maupun motor, yang sudah berusia lama dan memerlukan peremajaan. Kondisi kendaraan yang menurun berdampak pada meningkatnya biaya pemeliharaan, menurunnya efisiensi operasional, serta berpotensi mengganggu kelancaran tugas.
c. Sarana Penunjang Lainnya
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu juga memiliki fasilitas penunjang berupa 2 unit proyektor, 8 unit televisi, 28 unit AC dan 11 unit PC. Dengan keterbatasan sarana penunjang di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu maka diperlukan sarana prasarana yang cukup untuk semua bidang karena belum semua bidang memiliki sarana penunjang yang memadai guna kenyamanan dalam melaksanakan tugas misalnya AC dan PC. 
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kinerja pelayanan DP3APPKB dalam lima tahun terakhir merupakan cerminan dari efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, khususnya dalam mendukung urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Evaluasi terhadap capaian kinerja menjadi penting untuk menilai sejauh mana target yang telah ditetapkan dapat direalisasikan, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan perencanaan ke depan agar lebih terarah dan berbasis pada hasil nyata.
Tabel berikut menyajikan gambaran capaian kinerja DP3APPKB selama periode lima tahun sebelumnya, yang mencakup indikator utama kinerja perangkat daerah. Data ini memberikan potret mengenai keberhasilan yang telah dicapai maupun tantangan yang masih perlu ditingkatkan untuk mewujudkan pelayanan yang lebih berkualitas pada periode Renstra 2025–2029.
Evaluasi kinerja DP3APPKB Provinsi Bengkulu periode 2021–2024 disusun berdasarkan capaian indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra sebelumnya. Tabel yang disajikan menggambarkan target dan realisasi kinerja pada tiap tahun, sehingga dapat terlihat tren perkembangan capaian dari waktu ke waktu. Namun demikian, perlu dicatat bahwa untuk tahun 2025, saat dokumen ini disusun, realisasi indikator kinerja belum tersedia karena nilai resmi dari Kementerian PANRB maupun lembaga terkait belum diterbitkan. Oleh karena itu, evaluasi dalam dokumen ini hanya mencakup capaian hingga tahun 2024. Selain itu, dikarenakan walaupun periode Renstra sebelumnya Adalah 2021-2026, implikasi Pilkada serentak di Tahun 2024, seluruh Renstra di Perangkat Daerah di mulai tahun 2025 mengikuti periode RPJMD .

[bookmark: _bookmark12]Tabel 2. 1 Evaluasi Kinerja DP3APPKB Provinsi Bengkulu 2021-2024	Comment by user: Iku dan IKK yang sekarang harus masukkan dievaluasi Kinerja di BAB II

	No.
	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran
	
	
	
	Target Renstra
	
	
	Realisasi
	
	Proyeksi Realisasi

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	1
	Persentase Keterwakilan Perempuan di Bidang Politik
	14.03
	14.03
	14.03
	14.03
	14.03
	14.04
	15.91
	21.5
	26.5
	22.22
	22.22
	22.22

	2
	Persentase Keterwakilan Perempuan di Bidang Profesional
	52.1
	52.1
	45.22
	52.3
	52.4
	52.5
	51.31
	53.33
	52.40
	55.92
	55.92
	55.92

	3
	Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan
	35.44
	35.44
	35.54
	35.64
	35.74	Comment by user: Apakah masuk keindikator kedepannya
	35.84
	35.07
	35.26
	34.92
	35.03
	35.03
	35.03

	4
	Persentase Kasus Korban Kekerasan Perempuan Yang Mendapatkan Layanan Pendampingan
	90
	90
	92.50
	100
	97.5
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	5
	Persentase Kasus Korban Kekerasan Anak Yang Mendapatkan Layanan Pendampingan
	80
	80
	85
	100
	95
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	6
	Total Fertility Rate (TFR) Angka Kelahiran Total 15 sd 49
	
	2.21
	2.19
	2.1
	2.26
	2.25
	
	2.35
	2.27
	1.55
	2.26
	2.25

	7
	Nila Evaluasi SAKIP
	BB
	BB
	BB
	A
	A
	A
	BB
	BB
	BB
	A
	A
	A	Comment by user: 



15

Kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu selama periode Renstra sebelumnya (2021–2026) menunjukkan tren yang umumnya positif meskipun masih terdapat beberapa kesenjangan antara target dan realisasi. Evaluasi kinerja didasarkan pada sejumlah indikator utama, yaitu nilai Persentase Keterwakilan Perempuan di Bidang Politik, Persentase Keterwakilan Perempuan di Bidang Profesional, Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan, Persentase Kasus Korban Kekerasan Perempuan Yang Mendapatkan Layanan Pendampingan, Persentase Kasus Korban Kekerasan Anak Yang Mendapatkan Layanan Pendampingan, Total Fertility Rate (TFR) Angka Kelahiran Total 15 sd 49, serta hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Pertama, indikator nilai Keterwakilan Perempuan di Bidang Politik secara target menunjukkan tren yang sama  dari target awal 14,03 pada tahun 2021 sampai tahun 2025 dan untuk realisasi selalu melampaui target tahunan yang ditetapkan 22,22 (Tahun 2024). 
Kedua, pada aspek nilai Persentase Keterwakilan Perempuan di Bidang Profesional, terjadi peningkatan capaian disetiap tahunnya walaupun tidak terlalu signifikan. Hal ini mencerminkan peningkatan konsistensi Persentase Keterwakilan Perempuan di Bidang Profesional yang sesuai ketentuan.
Ketiga, indikator nilai Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan relatif lebih stabil tiap tahunnya. Secara Kumulatif capaian indiktaor selalu berada di angka 35 dari tahun 2021 hingga 2024.
Indikator keempat dan kelima: nilai Persentase Kasus Korban Kekerasan Perempuan Yang Mendapatkan Layanan Pendampingan dan Persentase Kasus Korban Kekerasan Anak Yang Mendapatkan Layanan Pendampingan memperlihatkan capaian indikator yang sangat baik setiap tahunnya yaitu 100% dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Hal ini menunjukkan kinerja dari DP3APPKB Provinsi Bengkulu sangat baik dalam penanganan kasus kekerasan yang merupakan bagian dari tugas dan fungsi DP3APPKB Provinsi.
Keenam, indikator Total Fertility Rate (TFR) Angka Kelahiran Total 15 sd 49 menunjukkan tren yang cenderung menurun setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu berkomitmen dalam pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk.
Keenam, hasil evaluasi SAKIP menunjukkan perbaikan signifikan. Jika pada awal periode 2021 hingga 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu memperoleh nilai “B”, sejak 2024 capaian meningkat menjadi “A” dan dipertahankan hingga 2026. Hal ini menegaskan bahwa sistem akuntabilitas kinerja sudah mulai berjalan lebih baik, meski masih diperlukan penguatan budaya kinerja dan konsistensi monitoring di seluruh perangkat daerah. Secara keseluruhan, evaluasi kinerja menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu telah berhasil meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, dan akuntabilitas kinerja, meskipun masih terdapat beberapa kelemahan pada aspek integrasi data dan konsistensi perencanaan. 

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	Comment by user: Apakah ada kelompok rentan, disabilitas? Tambahkan dilayanan karna ditabel ada disabilitas. 2.14 tidak ada disistemika penulisan. Tidak ada di inmen 2025. Pedoman hal. 43 di inmen no 2 item no 4 untuk penempatan kelompok sasaran
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu memiliki peran strategis sebagai perpanjangan tangan  pemerintah daerah dalam urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Oleh karena itu, sasaran layanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu bersifat langsung kepada masyarakat umum.
· Perempuan
Sebagai subjek dan objek pembangunan, perempuan menjadi sasaran utama dalam upaya peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan ekonomi (termasuk melalui program UPPKS dan peningkatan kapasitas layanan ekonomi perempuan), serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Fokus juga diberikan pada peningkatan partisipasi perempuan di berbagai bidang pembangunan, termasuk politik dan pengambilan keputusan.
· Anak-anak (usia 0-18 tahun)
Seluruh anak di PROVINSI BENGKULU merupakan sasaran program perlindungan dan pemenuhan hak anak, dengan perhatian khusus pada kelompok anak yang rentan. Ini mencakup upaya pemenuhan hak sipil (akta kelahiran), hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak pengasuhan yang aman. Sasaran spesifik juga diberikan kepada anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK), seperti anak korban kekerasan, anak berhadapan dengan hukum, anak yang tidak mengikuti PAUD, serta anak-anak berisiko stunting. Program Kabupaten Layak Anak (KLA) menjadi payung utama untuk memastikan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
· Keluarga/Rumah Tangga
Keluarga menjadi unit terkecil pembangunan yang disasar untuk penguatan ketahanan keluarga, peningkatan kualitas keluarga sejahtera (melalui program Bina Keluarga Balita/BKB, Bina Keluarga Remaja/BKR, Bina Keluarga Lansia/BKL, dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera/UPPKS), serta pencegahan stunting. Keluarga berisiko stunting dan keluarga pra-sejahtera menjadi sasaran spesifik untuk intervensi terpadu.
· Remaja (Usia 10-24 Tahun)
Remaja, khususnya perempuan usia 15-19 tahun, merupakan kelompok sasaran krusial dalam program kesehatan reproduksi dan pendewasaan usia perkawinan (PUP). Melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dan program Generasi Berencana (GenRe), dinas berupaya meningkatkan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi, mencegah perkawinan usia dini, dan mempersiapkan mereka untuk kehidupan berkeluarga yang sehat dan berkualitas.
· Pasangan Usia Subur (PUS)
PUS merupakan sasaran inti dalam program Keluarga Berencana (KB) untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Pelayanan difokuskan pada peningkatan akses dan kesertaan dalam penggunaan kontrasepsi modern (mCPR), khususnya Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), serta penurunan unmet need KB
· Organisasi Masyarakat Sipil dan Komunitas
Berbagai organisasi perempuan (seperti DWP, GOW), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli isu gender dan anak, dunia usaha, tokoh agama, tokoh adat, dan perangkat desa/kelurahan menjadi sasaran advokasi, kemitraan, dan kolaborasi untuk memperluas jangkauan program dan memastikan dukungan lintas sektor.
[bookmark: _bookmark13]Secara keseluruhan, kelompok sasaran layanan DP3APPKB Provinsi Bengkulu sangat beragam, mencerminkan sifat multidimensional dari urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Pendekatan yang komprehensif terhadap kelompok-kelompok ini menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di DP3APPKB Provinsi Bengkulu.

2.2 [bookmark: _bookmark14]Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
[bookmark: _GoBack]Permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) PROVINSI BENGKULU merefleksikan kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan dengan realitas capaian kinerja yang ada. Permasalahan ini diidentifikasi melalui evaluasi kinerja periode 2020-2024, data spesifik terkait urusan dinas, serta kondisi internal perangkat daerah. Secara umum, permasalahan pelayanan DP3APPKB Provinsi Bengkulu dapat dikategorikan sebagai berikut:
1. Permasalahan dalam Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender:
· Rendahnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG): Meskipun Indeks Pembangunan Gender (IPG) PROVINSI BENGKULU menunjukkan tren positif (94.24 pada 2024) dan berada di atas rata-rata provinsi dan nasional, namun IDG (63.13 pada 2024) masih jauh di bawah rata-rata Provinsi Bengkulu (70.06) dan nasional (76.90). Hal ini mengindikasikan adanya tantangan signifikan Dalam hal kesetaraan gender, meskipun ada upaya untuk memberdayakan perempuan, namun masih banyak tantangan yang dihadapi dalam memastikan kesetaraan hak dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Beberapa budaya dan norma sosial yang mengakar di masyarakat seringkali membatasi peran dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor, baik dalam pendidikan, ekonomi, maupun politik. Keterbatasan ini menghalangi perempuan untuk mencapai potensi penuh mereka, yang berkontribusi pada kesenjangan gender yang masih ada di provinsi ini. 
· Rendahnya Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan :  Data menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki, yang berarti bahwa masih terdapat kesenjangan gender dalam akses terhadap kesempatan ekonomi. Selain itu, perempuan masih menghadapi hambatan struktural dalam mengakses posisi kepemimpinan baik di sektor pemerintahan maupun swasta. 
· Belum Optimalnya Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG): Meskipun ada peningkatan Persentase OPD yang menerapkan Anggaran Responsif Gender (ARG), masih diperlukan upaya yang lebih merata dalam pemahaman dan komitmen para pemangku kepentingan mengenai konsep gender dan PUG dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
2. Permasalahan dalam Urusan Perlindungan Perempuan dan Anak:
· Peningkatan Kasus Kekerasan: Berdasarkan data yang dikelola oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) selama selama 4 (empat) tahun terakhir, pada tahun 2021 sebanyak 198 kasus terdiri dari 143 Kasus kekerasan terhadap anak (KTA) dan 54 kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP), tahun 2022 sebanyak 259 kasus terdiri dari 175 kasus KTA dan 87 KTP, tahun 2023 sebanyak 370 kasus terdiri dari 241 kasus KTA dan 132 kasus KTP dan tahun 2024 sebanyak 271 kasus terdiri dari 179 kasus KTA, 93 kasus KTP, 6 kasus TPPO dan 93 kasus ABH. Data di atas menunjukkan peningkatan tiap tahunnya. Hal ini tampak semakin memburuk untuk fenomena makin banyaknya kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak tiap tahunnya. Namun dari segi berani melapor, berani bertindak dan ditindak, hal ini menunjukkan kemajuan bahwa Masyarakat paham dan berani untuk menghadapi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tidak kembali menganggap kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi hal yang wajar.
	Comment by user: Sumber data cantumkan dan kecil.
Diagram kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak 2021 sd 2024
Data SIMFONI dikelola UPTD PPA Provinsi Bengkulu, 2025

· Tingginya Perkawinan Usia Anak: Isu perkawinan usia anak masih menjadi masalah serius yang memicu peningkatan angka kelahiran remaja (ASFR 15-19), yang mana ASFR 15-19 di BENGKULU (26.7 pada 2024) masih jauh di atas target (20). Kurangnya pemahaman tentang hak-hak perempuan dan anak, serta tekanan sosial dan ekonomi keluarga, sering mendorong pernikahan dini.
· Belum Optimalnya Pemenuhan Hak Anak: masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan hak-haknya secara penuh, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi. Kasus kekerasan terhadap anak, termasuk eksploitasi ekonomi dan pekerja anak, masih ditemukan di beberapa daerah, yang mencerminkan masih lemahnya sistem perlindungan sosial bagi anak-anak di Bengkulu.
3. Permasalahan dalam Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:	Comment by user: Masukkan isu tentang stunting dan permasalahannya. Tabel 4 rpjmd ttg prevalensi stunting jd harus masuk kerenstra juga isu dan permasalahannya. Masukkan juga ttg isu kemiskinan ekstrem, isu tentang bencana dan iklim (bagaimana peran DP3)
· TFR Cenderung Meningkat: Angka Kelahiran Total (TFR) Provinsi Bengkulu menunjukkan tren peningkatan kecil (2.26 pada 2024, sedikit di atas target 2.15), mengindikasikan bahwa upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk perlu diintensifkan untuk mencapai angka ideal.
· Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) cenderung meningkat : Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Provinsi Bengkulu menunjukkan tren peningkatan. Mulai dari tahun 2022, capaian Provinsi Bengkulu melebihi target dengan pencapaian di 34,3 hingga diakhir renstra pada tahun 2024 capaian Provinsi Bengkulu masih melibihi target 21,5 walaupun tidak terlalu tinggi. Akan tetapi ini menunjukkan bahwa masih banyaknya anak-anak yang masih melakukan pernikahan dini.
4. Permasalahan Internal Perangkat Daerah:
· Kualitas Data dan Sistem Informasi: Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik dan mekanisme pengumpulan, pengolahan, serta analisis data terpilah (data pilah gender) masih menjadi kendala dalam perumusan kebijakan yang berbasis bukti.
· Kondisi Sarana dan Prasarana (Sarpras): Meskipun gedung dan bangunan dalam kondisi baik, sebagian besar aset peralatan dan mesin (sekitar 42% berusia di atas 13 tahun) mulai menua dan berpotensi rusak berat, memerlukan perencanaan pemeliharaan intensif, peremajaan, atau penggantian untuk menjaga kualitas pelayanan tetap optimal.

Pendekatan dan Strategi Penanganan dari permasalahan diatas dapat dirangkum sebagai berikut: 
1. Kolaborasi Multisektor: 
Diperlukan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sipil, akademisi, media, sektor swasta, dan mitra internasional. 
2. Edukasi dan Advokasi: 
Kampanye edukasi dan advokasi tentang hak-hak perempuan dan anak serta strategi pencegahan perlu digalakkan. 
3. Sistem Data: 
Penyediaan sistem data pencatatan dan pelaporan yang terpilah untuk anak dan perempuan penting untuk penyusunan dan evaluasi kebijakan pembangunan. 
4. Penguatan Layanan: 
Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan untuk perlindungan perempuan dan anak, termasuk melalui inovasi dan call center khususnya pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai pelaksana teknis operasional perlindungan perempuan dan anak
5. Peningkatan Ketahanan Keluarga: 
Mengatasi masalah stunting melalui perbaikan pola makan dan ketahanan pangan keluarga. 

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah
Permasalahan-permasalahan diatas menjadi dasar kuat dalam perumusan isu-isu strategis DP3APPKB Provinsi Bengkulu untuk periode 2025-2029, yang akan mengarahkan fokus intervensi dan alokasi sumber daya dan Berdasarkan hasil evaluasi Renstra periode 2020–2024, survei internal dan eksternal, analisis lingkungan strategis (global, nasional, dan regional), serta telaahan terhadap dokumen RPJMD dan RTRW/KLHS, maka terdapat sejumlah isu strategis yang harus menjadi perhatian utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu dalam kurun waktu 2025–2029 yaitu :
1. Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta Eksploitasi Anak 
Angka kekerasan yang semakin meningkat, baik fisik, psikis, maupun seksual, masih menjadi masalah serius, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Serta anak rentan menjadi korban kekerasan, perdagangan manusia, penculikan, pemerkosaan, eksploitasi ekonomi dan pekerja anak. 
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan  
Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki, yang menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan gender dalam akses terhadap kesempatan ekonomi. Selain itu, perempuan masih menghadapi hambatan struktural dalam mengakses posisi kepemimpinan baik di sektor pemerintahan maupun swasta. 
3. Kesetaraan Gender
Dalam hal kesetaraan gender, meskipun ada upaya untuk memberdayakan perempuan, namun masih banyak tantangan yang dihadapi dalam memastikan kesetaraan hak dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Beberapa budaya dan norma sosial yang mengakar di masyarakat seringkali membatasi peran dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor, baik dalam pendidikan, ekonomi, maupun politik. Keterbatasan ini menghalangi perempuan untuk mencapai potensi penuh mereka, yang berkontribusi pada kesenjangan gender yang masih ada di provinsi ini. 
4. Perlindungan Anak
Perlindungan anak juga masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan daerah. Meskipun berbagai program telah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan anak, masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan hak-haknya secara penuh, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi. Kasus kekerasan terhadap anak, termasuk eksploitasi ekonomi dan pekerja anak, masih ditemukan di beberapa daerah, yang mencerminkan masih lemahnya sistem perlindungan sosial bagi anak-anak di Bengkulu.
5. Perkawinan Anak
Perkawinan Anak masih menjadi fenomena yang cukup tinggi, yang berakibat pada meningkatnya angka putus sekolah serta menurunnya kualitas hidup perempuan di usia produktif.
6. Stunting dan Kesehatan Anak
Penanganan stunting serta peningkatan kesehatan anak adalah prioritas untuk membangun generasi penerus yang sehat dan berdaya saing:
7. Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19): 
Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Provinsi Bengkulu ini menunjukkan bahwa masih banyaknya tugas kita bersama dalam mencegah terjadinya pernikahan dini. 
8.   Angka Kelahiran Total (TFR)
Angka Kelahiran Total (TFR) Provinsi Bengkulu menunjukkan tren peningkatan kecil (2.26 pada 2024, sedikit di atas target 2.15), mengindikasikan bahwa upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk perlu diintensifkan untuk mencapai angka ideal
Isu-isu strategis ini akan menjadi dasar bagi perumusan Tujuan dan Sasaran yang lebih spesifik, terukur, dan terarah dalam BAB III, serta penerjemahannya ke dalam program dan kegiatan konkret di BAB IV Renstra DP3APPKB Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029.
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[bookmark: _bookmark15]Tabel 2. 3 Permasalahan dan Isu Strategis

	POTENSI DAERAH
YANG MENJADI KEWENANGAN PD
	PERMASALAHAN PD
	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD
	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD
	ISU STRATEGIS PD

	Peningkatan kualitas SDM melalui pengarustamaan gender, perlindungan anak, dan layanan inklusif bagi penyandang disabilitas
	Rendahnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Comment by user: Tambah isu strategis dari perangkat daerah
	Masih rendahnya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat	Comment by user: Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi masukkan ke isu KLHS bukan masih rendahnya tingkat kesejahteraan

	Global: Ketimpangan akses layanan dasar dan perlindungan kelompok rentan ditengah tuntutan pembangunan inklusif

Nasional: Masih tingginya ketimpangan kualitas dan akses layanan dasar serta perlindungan bagi kelompok rentan

Regional: Belum meratanya akses dan kualitas pelayanan dasar.
	Ketimpangan dalam kualitas dan akses pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, kesetaraan gender serta perlindungan anak dan penyandang disabilitas


	Peningkatan kualitas SDM melalui pengarustamaan gender, perlindungan anak, dan layanan inklusif bagi penyandang disabilitas
	Rendahnya Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan
	Masih rendahnya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat
	Global: Ketimpangan akses layanan dasar dan perlindungan kelompok rentan ditengah tuntutan pembangunan inklusif

Nasional: Masih tingginya ketimpangan kualitas dan akses layanan dasar serta perlindungan bagi kelompok rentan

Regional: Belum meratanya akses dan kualitas pelayanan dasar.
	Ketimpangan dalam kualitas dan akses pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, kesetaraan gender serta perlindungan anak dan penyandang disabilitas


	Peningkatan kualitas SDM melalui pengarustamaan gender, perlindungan anak, dan layanan inklusif bagi penyandang disabilitas
	Belum Optimalnya Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG): 
	Masih rendahnya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat
	Global: Ketimpangan akses layanan dasar dan perlindungan kelompok rentan ditengah tuntutan pembangunan inklusif

Nasional: Masih tingginya ketimpangan kualitas dan akses layanan dasar serta perlindungan bagi kelompok rentan

Regional: Belum meratanya akses dan kualitas pelayanan dasar.
	Ketimpangan dalam kualitas dan akses pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, kesetaraan gender serta perlindungan anak dan penyandang disabilitas


	Peningkatan kualitas SDM melalui pengarustamaan gender, perlindungan anak, dan layanan inklusif bagi penyandang disabilitas
	Peningkatan Kasus Kekerasan
	Masih rendahnya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat
	Global: Ketimpangan akses layanan dasar dan perlindungan kelompok rentan ditengah tuntutan pembangunan inklusif

Nasional: Masih tingginya ketimpangan kualitas dan akses layanan dasar serta perlindungan bagi kelompok rentan

Regional: Belum meratanya akses dan kualitas pelayanan dasar.
	Ketimpangan dalam kualitas dan akses pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, kesetaraan gender serta perlindungan anak dan penyandang disabilitas


	Peningkatan kualitas SDM melalui pengarustamaan gender, perlindungan anak, dan layanan inklusif bagi penyandang disabilitas
	Tingginya Perkawinan Usia Anak
	Masih rendahnya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat
	Global: Ketimpangan akses layanan dasar dan perlindungan kelompok rentan ditengah tuntutan pembangunan inklusif

Nasional: Masih tingginya ketimpangan kualitas dan akses layanan dasar serta perlindungan bagi kelompok rentan

Regional: Belum meratanya akses dan kualitas pelayanan dasar.
	Ketimpangan dalam kualitas dan akses pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, kesetaraan gender serta perlindungan anak dan penyandang disabilitas


	Peningkatan kualitas SDM melalui pengarustamaan gender, perlindungan anak, dan layanan inklusif bagi penyandang disabilitas
	Belum Optimalnya Pemenuhan Hak Anak
	Masih rendahnya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat
	Global: Ketimpangan akses layanan dasar dan perlindungan kelompok rentan ditengah tuntutan pembangunan inklusif

Nasional: Masih tingginya ketimpangan kualitas dan akses layanan dasar serta perlindungan bagi kelompok rentan

Regional: Belum meratanya akses dan kualitas pelayanan dasar.
	Ketimpangan dalam kualitas dan akses pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, kesetaraan gender serta perlindungan anak dan penyandang disabilitas


	Peningkatan kualitas SDM melalui pengarustamaan gender, perlindungan anak, dan layanan inklusif bagi penyandang disabilitas.
	TFR Cenderung Meningkat
	Masih rendahnya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat
	Global: Ketimpangan akses layanan dasar dan perlindungan kelompok rentan ditengah tuntutan pembangunan inklusif

Nasional: Masih tingginya ketimpangan kualitas dan akses layanan dasar serta perlindungan bagi kelompok rentan

Regional: Belum meratanya akses dan kualitas pelayanan dasar.
	Ketimpangan dalam kualitas dan akses pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, kesetaraan gender serta perlindungan anak dan penyandang disabilitas


	Peningkatan kualitas SDM melalui pengarustamaan gender, perlindungan anak, dan layanan inklusif bagi penyandang disabilitas.
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) cenderung meningkat
	Masih rendahnya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat
	Global: Ketimpangan akses layanan dasar dan perlindungan kelompok rentan ditengah tuntutan pembangunan inklusif

Nasional: Masih tingginya ketimpangan kualitas dan akses layanan dasar serta perlindungan bagi kelompok rentan

Regional: Belum meratanya akses dan kualitas pelayanan dasar.
	Ketimpangan dalam kualitas dan akses pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, kesetaraan gender serta perlindungan anak dan penyandang disabilitas




27

[bookmark: _bookmark16]BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN


3.1 [bookmark: _bookmark17]Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
Visi pembangunan Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029 adalah “Bengkulu Maju yang Religius, Sejahtera dan Berkelanjutan.” Untuk mewujudkan visi tersebut, salah satu misi utama yang ditetapkan adalah Misi 3: Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, demokratis dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, terutama kesehatan, pendidikan, lapangan kerja dan Rasa Aman.
Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu 2025–2029 disusun untuk menjawab berbagai tantangan strategis yang dihadapi, yaitu Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta Eksploitasi Anak, Pemberdayaan dan Keterlibatan Perempuan, Diskriminasi dan Kesejahteraan Perempuan, Beban Ganda Perempuan, Perkawinan Anak, Stunting dan Kesehatan Anak dan Peran Anak dalam Pembangunan. Sejalan dengan tantangan tersebut, tujuan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu adalah:
“Meningkatnya Kesetaraan Gender dan perlindungan anak serta Terwujudnya Keluarga Yang Berkualitas Didukung Oleh Tata Kelola Kinerja Perangkat Daerah Yang Efektif dan Efisien.”
Tujuan ini sepenuhnya sejalan dengan Misi 3 RPJMD, karena menekankan aspek kesejahteraan, keadilan sosial, demokratis dengan terpenuhinya Rasa Aman. Tujuan ini secara komprehensif juga mencakup empat pilar utama bidang urusan DP3APPKB:
1. Keluarga Berkualitas: Menekankan pada pembangunan ketahanan keluarga yang sejahtera dan harmonis.	Comment by user: Masukkan indikator dari tujuan PD, IPG, IKG, IPA, Ibangga.
2. Perempuan Berdaya: Menyoroti peningkatan partisipasi dan kapasitas perempuan di berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan politik, serta mewujudkan kesetaraan gender.
3. Anak Terlindungi: Menggarisbawahi upaya perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta pemenuhan hak-hak dasar anak.
4. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk: Merujuk pada keberhasilan pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui program Keluarga Berencana yang efektif dan efisien.
Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu 2025–2029 sepenuhnya terintegrasi dengan Misi 3 RPJMD, baik melalui tujuan, sasaran, indikator, maupun program yang dilaksanakan.

1.1 [bookmark: _bookmark18]Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
Berdasarkan tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, sasaran ditetapkan sebagai arah kerja yang terukur bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu dalam mendukung pembangunan daerah secara konsisten, efektif, dan berbasis bukti. Sasaran ini menjadi dasar dalam perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan, sekaligus memastikan keterkaitan dengan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
Sasaran pertama adalah Penguatan kelembagaan PUG dan Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui system pencegahan, penanganan, dan pemulihan yang terintegrasi  
Sasaran ini menekankan pentingnya Penguatan kelembagaan PUG dan Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui system pencegahan, penanganan, dan pemulihan yang terintegrasi  guna meningkatkan angka pembangunan manusia yang diawali dengan pembangunan gender dengan mengoptimalkan implementasi pengarusutamaan gender melalui kebijakan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak agar tercapai sasaran kesetaraan dan keadilan gender serta terpenuhinya hak-hak anak dalam pembangunan. 
Sasaran kedua adalah meningkatnya tata kelola Kinerja perangkat daerah yang profesional dan akuntabel.
Sasaran ini mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi sistem manajemen kinerja, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai, modern, dan ramah disabilitas. Pengelolaan kelembagaan diarahkan agar lebih transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja, sehingga mampu memberikan dukungan optimal terhadap fungsi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan. Pencapaian sasaran ini juga ditandai dengan meningkatnya nilai SAKIP perangkat daerah, indeks profesionalitas ASN, serta kualitas layanan administrasi penunjang yang sesuai standar.
Kedua sasaran tersebut bersifat saling melengkapi dan membentuk kerangka strategis bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu. Dengan fokus pada peningkatan kualitas perencanaan, penguatan riset dan inovasi, serta tata kelola perangkat
daerah yang profesional dan akuntabel, seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan selama periode 2025–2029 diharapkan mampu mendukung pencapaian visi pembangunan daerah, yaitu “Bengkulu Maju yang Religius, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”
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[bookmark: _bookmark19][bookmark: _bookmark20][bookmark: _bookmark21]Tabel 3. 1 Tabel Tujuan dan Sasaran Renstra DP3APPKB Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029	Comment by user: Rpjmd halaman 241

	NSPK DAN SASARAN
RPJMD YANG RELEVAN
	TUJUAN/ SASARAN
	INDIKATOR
	
	
	TARGET
	
	
	KET

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	Melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi
	Tujuan: Meningkatnya Kesetaraan Gender dan perlindungan anak serta Terwujudnya Keluarga Yang Berkualitas Didukung Oleh Tata Kelola Kinerja Perangkat Daerah Yang Efektif dan Efisien
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
	91,501
	91,603
	92,49
	92,65
	92,82
	92,82
	








	
	
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
	0,404	Comment by user: Data naik turun, konfirmasi data kekementrian

	0,368
	0,402
	0,391
	0,379
	0,379
	

	
	
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)
	71,10
	72,04
	72,84
	73,54
	74,16
	74,16
	

	
	
	indeks pembangunan keluarga (iBangga)
	74,32
	75,29
	76,02
	76,59
	77,05
	77,44
	

	
	Sasaran 1: Penguatan kelembagaan PUG dan Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui system pencegahan, penanganan, dan pemulihan yang terintegrasi  	Comment by user: Tambah sasaran perbidang untuk mencangkup indikator sasaran
	persentase ARG	Comment by user: Tolong diisi targetnya	Comment by user: Pertnyakan dengan bidang terkait data ini

	
	11,25
	11,3
	11,35
	11,4
	11,45
	

	
	
	Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Sistem Data Gender dan Anak
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	
	
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)
	71,10
	72,04
	72,84
	73,54
	74,16
	74,16
	

	

	Sasaran  2 : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Perangkat Daerah
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
	83,50
(A)
	84,00 (A)
	84,30 (A)
	85,00 (A)
	85,30 (A)
	86,00 (A)
	

	
	
	Indeks Profesionalitas ASN
	81,15
(Tinggi)
	82,00
(Tinggi)
	82,25
(Tinggi)
	82,50
(Tinggi)
	82,75
(Tinggi)
	83,00
(Tinggi)
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1.2 [bookmark: _bookmark22]Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra 2025- 2029
Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, DP3APPKB Provinsi Bengkulu menetapkan tempat strategi utama yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan. Strategi tersebut adalah:
1. Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan.
Peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan dapat menciptakan kebijakan dan pengambilan keputusan yang lebih inklusif. Dengan keterwakilan yang lebih baik dari perspektif perempuan, kebijakan yang dihasilkan cenderung lebih memperhatikan kepentingan dan kebutuhan semua anggota masyarakat.
2. Peningkatan partisipasi aktif perempuan dibidang ekonomi dan ketenagakerjaan. Sebagai negara dengan populasi perempuan yang signifikan, Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peran aktif perempuan dalam berbagai sektor, yaitu dengan cara : Peningkatan Akses Pendidikan dan Pelatihan, Kebijakan Pro-Gender di Tempat Kerja, Dukungan untuk Kewirausahaan Perempuan, Peningkatan Kesadaran Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Digital 
3. Pemenuhan, perlindungan hak anak dan perempuan bebas dari kekerasan.
Fokus diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan serta penanganan komprehensif terhadap korban kekerasan secara terintegrasi.
4. Penguatan tata kelola dan pelembagaan PUG dalam proses pembangunan
Penguatan tata kelola dan pelembagaan PUG dalam proses pembangunan melibatkan beberapa langkah penting yaitu pelatihan dan sertifikasi terkait PUG untuk memperkuat pembangunan infrastruktur yang lebih inklusif dan berkeadilan, kerjasama lintas sektir, analisis gender dalam penyusunan kebijakan, serta partisipasi masyarakat terkait kebijakan PUG

Melalui keempat strategi tersebut, DP3APPKB Provinsi Bengkulu diharapkan mampu mengoptimalkan peran sebagai motor penggerak pembangunan daerah, sekaligus meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan kualitas layanan perencanaan.
Untuk memastikan implementasi strategi berjalan sistematis, ditetapkan penahapan pembangunan tahunan sebagai roadmap pelaksanaan prioritas. Penahapan ini berfungsi untuk menjaga kesinambungan pencapaian sasaran, memudahkan pengendalian, serta memastikan setiap target Renstra 2025–2029 dicapai secara bertahap, terukur, dan selaras dengan arah pembangunan daerah maupun nasional.
[bookmark: _bookmark23]




	
1.3 [bookmark: _bookmark24]Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
Arah kebijakan ini ditetapkan untuk menjadi pedoman operasional bagi DP3APPKB Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan strategi dan mencapai sasaran Renstra 2025–2029. Arah kebijakan ini menekankan upaya peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan riset dan inovasi, serta tata kelola yang profesional dan akuntabel. Arah kebijakan yang ditetapkan meliputi:
1. Meningkatkan kesetaraan gender melalui pengarusutamaan gender, penguatan kelembagaan, dan partisipasi perempuan.
2. Mengoptimalkan koordinasi, pengelolaan data terpilah, serta kampanye publik tentang gender, anak, dan keluarga
3. Menguatkan ketahanan keluarga melalui pemberdayaan perempuan, pendidikan keluarga, dan kemitraan lintas sektor.
4. Memperluas layanan perlindungan anak serta pencegahan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
Dengan penerapan arah kebijakan tersebut, DP3APPKB Provinsi Bengkulu diharapkan mampu menjalankan strategi dan program secara efektif, mendukung pencapaian sasaran,  serta  mewujudkan  tujuan  Renstra  2025–2029  dalam  membangun
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[bookmark: _bookmark25]Tabel 3. 3 Arah Kebijakan Renstra DP3APPKB Provinsi Bengkulu 2025-2029

	OPTIMALISASI NSPK
	ARAH KEBIJAKAN RPJMD
	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA

	Melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi
	Peningkatan Kesetaraan Gender

	· Meningkatkan kesetaraan gender melalui pengarusutamaan gender, penguatan kelembagaan, dan partisipasi perempuan
· Mengoptimalkan koordinasi, pengelolaan data terpilah, serta kampanye publik tentang gender, anak, dan keluarga

	Melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi
	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan

	Menguatkan ketahanan keluarga melalui pemberdayaan perempuan, pendidikan keluarga, dan kemitraan lintas sektor

	Melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi
	Perlindungan dari kekerasan

	Memperluas layanan perlindungan anak serta pencegahan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi



Tabel di atas memperlihatkan keterkaitan erat antara Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), arah kebijakan RPJMD Provinsi Bengkulu 2025–2029, dan arah kebijakan Renstra DP3APPKB 2025–2029. Keterpaduan ini menegaskan bahwa arah kebijakan DP3APPKB tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan turunan langsung dari regulasi nasional, kebijakan pembangunan daerah, sekaligus instrumen operasional perangkat daerah. Dengan demikian, setiap kebijakan yang dijalankan DP3APPKB memiliki dasar normatif yang kuat, mendukung pencapaian target RPJMD, serta relevan dengan mandat strategis perencanaan, riset, inovasi, dan tata kelola pemerintahan daerah.
Keterhubungan ini juga memastikan bahwa program dan kegiatan DP3APPKB mampu menjawab tantangan aktual pembangunan, seperti kebutuhan perencanaan berbasis bukti, transformasi digital, integrasi riset, penguatan tata kelola, serta peningkatan kapasitas aparatur. Dengan adanya sinergi ini, DP3APPKB berperan sebagai motor penggerak harmonisasi pembangunan lintas sektor, sekaligus menjamin konsistensi pembangunan daerah menuju visi “Bengkulu Maju yang Religius, Sejahtera, dan Berkelanjutan” serta mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045.

[bookmark: _bookmark26]BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 [bookmark: _bookmark27]Uraian Program
Dalam rangka mencapai tujuan “Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Perempuan Berdaya, Anak Terlindungi, dan Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk  di Provinsi Bengkulu”, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu menetapkan Sepuluh program utama pada periode 2025–2029, yaitu:

a) Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Program ini diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan mengurangi ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan sehingga terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial sesuai dengan misi 3 kepala daerah. 
b) Program Perlindungan Perempuan
Program ini bertujuan untuk memastikan hak-hak perempuan terpenuhi dan meningkatkan kualitas hidup perempuan dalam berbagai bidang pembangunan sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam program pembangunan.
c) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai kegiatan yang terintegrasi sehingga dapat mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak.
d) Program  Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
Program ini bertujuan untuk menciptakan data gender dan anak yang akurat dan mutakhir dan terpadu untuk pengambilan keputusan yang responsif terhadap terhadap isu gender dan hak anak.
e) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup anak, memastikan hak asasi anak, meningkatkan kesadaran tentang hak anak melalui pendidikan dan program sosial yang mendukung perkembangan anak, mengintegrasikan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan berbasis hak anak.
f) Program Perlindungan Khusus Anak
Program ini bertujuan untuk menjamin rasa aman bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, memberikan layanan yang dibutuhkan bagi anak-anak tersebut, mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak anak, dan memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat.
g) Program Pengendalian Penduduk
Program ini bertujuan untuk untuk menyeimbangkan jumlah penduduk dengan sumber daya yang tersedia, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terjamin.
h) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB).
i) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
j) Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga sejahtera (KS).
k) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Program ini bertujuan mendukung tata kelola perangkat daerah yang profesional dan akuntabel melalui penyediaan dukungan manajemen dan administrasi, termasuk perencanaan dan penganggaran, administrasi keuangan, kepegawaian, umum, serta pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah. Program ini memastikan ketersediaan sarana, prasarana, dan layanan administrasi yang menunjang pelaksanaan seluruh fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu.

1. Uraian Kegiatan
a) Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Untuk mendukung program ini, terdapat tiga kegiatan utama, yaitu: 
· Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
· Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi
· Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
b) Program Perlindungan Perempuan
Untuk mendukung program ini, terdapat tiga kegiatan    utama, yaitu: 
· Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
· Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
· Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
c) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
Untuk mendukung program ini, terdapat dua kegiatan utama, yaitu: 
· Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
· Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
d) Program  Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
Untuk mendukung program ini, terdapat satu kegiatan utama, yaitu: 
· Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
e) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
Untuk mendukung program ini, terdapat empat kegiatan utama, yaitu: 
· Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
· Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
f) Program Perlindungan Khusus Anak
Untuk mendukung program ini, terdapat tiga kegiatan utama, yaitu: 
· Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
· Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
· Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
g) Program Pengendalian PendudukUntuk mendukung program ini, terdapat dua kegiatan utama, yaitu: 
· Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
· Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi
h) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
Untuk mendukung program ini, terdapat dua kegiatan utama, yaitu: 
· Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal
· Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
i) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Untuk mendukung program ini, terdapat dua kegiatan utama, yaitu: 
· Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
· Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
j) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Untuk mendukung tata kelola kelembagaan yang profesional, kegiatan dalam program ini mencakup:
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, serta laporan evaluasi kinerja perangkat daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Melaksanakan tata kelola keuangan perangkat daerah secara transparan dan akuntabel.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah secara tertib dan sesuai standar.
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Menyelenggarakan tata kelola kepegawaian secara profesional, termasuk pendidikan dan pelatihan pegawai.
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Menyediakan pelayanan administrasi umum untuk mendukung operasional perangkat daerah.
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Menyediakan sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan daerah.
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Menyediakan berbagai layanan jasa penunjang guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Memelihara sarana, prasarana, serta barang milik daerah agar tetap berfungsi optimal

[bookmark: _bookmark30]Tabel 4. 1 Daftar Program dan Kegiatan

	Program
	Kegiatan
	Uraian / Fokus Kegiatan	Comment by user: Program kegiatan harus memecahkan permasalahan yang tadi dan isu strategis yang tadi

	Program 1: PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi

	
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi

	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

	Program 2:
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi

	Program 3: PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi

	
	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

	Program 4: PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi

	Program 5: PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi

	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi




	Program
	Kegiatan
	Uraian / Fokus Kegiatan

	Program 6: PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi

	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

	Program 7: PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

	
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi

	Program 8: PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal
	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal

	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

	Program 9: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

	Program 10: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
	Penyusunan dokumen
perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja
perangkat daerah.

	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Tata kelola administrasi keuangan yang akuntabel dan transparan.

	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah
	Pengelolaan barang milik daerah secara tertib dan sesuai standar.

	
	Administrasi
Kepegawaian Perangkat Daerah
	Tata kelola kepegawaian
secara profesional, termasuk pendidikan dan pelatihan ASN.

	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Pelayanan administrasi umum untuk mendukung operasional perangkat daerah.

	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan daerah.

	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
	Penyediaan jasa penunjang untuk mendukung
kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Pemeliharaan sarana,
prasarana, dan barang milik daerah agar tetap berfungsi optimal.






4.2 [bookmark: _bookmark31]Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif
Sebagai penjabaran lebih lanjut dari uraian program dan kegiatan yang telah ditetapkan, bagian ini memuat rincian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target capaian tahunan, dan pagu indikatif untuk periode tahun 2026–2030.
Penyusunan target dan pagu indikatif ini dilakukan dengan prinsip:
1. Konsistensi dengan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja utama perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.
2. Keterukuran, dengan menetapkan indikator kinerja yang jelas, dapat dihitung, serta memiliki definisi operasional yang seragam.
3. Efisiensi dan efektivitas pendanaan, di mana pagu indikatif subkegiatan merupakan turunan dari total pagu kegiatan, dan total pagu kegiatan merupakan bagian dari pagu program.
4. Akuntabilitas, dengan menyediakan tolok ukur yang dapat digunakan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja DP3APPKB.
Secara rinci, tabel berikut menyajikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan DP3APPKB Provinsi Bengkulu, lengkap dengan kinerja, indikator, satuan, kondisi awal (2024), target tahunan, pagu indikatif tahun 2026– 2030, serta definisi operasional masing-masing indikator.






























	
[bookmark: _bookmark32]Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan
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4.3 [bookmark: _bookmark34]Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah
Berdasarkan arah pembangunan dalam Bab III RPJMD Provinsi Bengkulu 2025– 2029, terdapat sejumlah program prioritas yang secara langsung menjadi domain kerja DP3APPKB. Program-program ini dirancang secara holistik dan terintegrasi untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029. Keterkaitan ini memastikan bahwa setiap upaya yang dilakukan oleh DP3APPKB memberikan kontribusi signifikan terhadap prioritas pembangunan daerah secara keseluruhan. Pada program prioritas pembangunan daerah, DP3APPKB masuk ke dalam Program Prioritas Pembangunan Daerah 4 (Mewujudkan Masyarakat Madani yang Berkeadlian Sosial dengan Memastikan Akses Setara Dalam Kesehatan, Pendidikan Berkualitas, Pekerjaan Inklusif, serta Menjamin Kesetaraan Gender dan Hak-Hak Penyandang Disabilitas) point ke  5, yaitu Peningkatan Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Serta Penyediaan Hak-Hak Disabilitas.
Program-program kerja DP3APPKB Provinsi Bengkulu tidak hanya mendukung program prioritas pembangunan, tetapi juga secara langsung mendukung tercapainya Misi Kepala Daerah khususnya Misi ke 3, yaitu Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, demokratis dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, terutama kesehatan, pendidikan, lapangan kerja dan Rasa Aman.
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[bookmark: _bookmark35]Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

	Program Prioritas RPJMD
	Outcome RPJMD
	Program Renstra DP3APPKB
	Kegiatan & Subkegiatan Pendukung
	Keterangan

	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak serta Penyediaan Hak-Hak Disabilitas
	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak serta Penyediaan Hak-Hak Disabilitas
	PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	Kegiatan: Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
· Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
· Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsimonitoring, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan perempuan 
· Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
· Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
· Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi
Kegiatan: Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi
· Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi
• pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi
· monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan perempuan 
Kegiatan: Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi
· Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi
· pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi
	Menjamin meningkatnya Pemberdayaan Perempuan

	
	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
	Kegiatan: Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
· Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi• pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi
· Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi
	Menjamin untuk tidak terjadinya kekerasan terhadap perempuan, serta menjamin penanganan yg terintegrasi dan berkelanjutan jika terjadinya kekerasan.

	
	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
	Kegiatan: Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
· Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Provinsi
• Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi
Kegiatan: Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
·  Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
· layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
· Layanan  Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak  Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
· layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
· layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
· layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
· layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
· Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi
· pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus  kewenangan provinsi
· Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi  Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
	Menjamin untuk tidak terjadinya kekerasan terhadap anak, serta menjamin penanganan yg terintegrasi dan berkelanjutan jika terjadinya kekerasan.
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Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan DP3APPKB Provinsi Bengkulu dirancang tidak hanya untuk memenuhi mandat kelembagaan, tetapi juga secara langsung mendukung pencapaian program prioritas RPJMD 2025–2029. Peran DP3APPKB sebagai koordinator urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi menjadikannya garda terdepan dalam memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan secara terukur, berbasis bukti, serta konsisten dengan visi dan misi kepala daerah.
Melalui arah kebijakan dan langkah strategis yang telah ditetapkan, DP3APPKB diharapkan mampu menjadi katalisator pembangunan Bengkulu yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan sesuai dengan visi RPJMD 2025–2029, sekaligus berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

4.4 [bookmark: _bookmark36]Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
Keberhasilan pelaksanaan Renstra DP3APPKB Provinsi Bengkulu 2025–2029 sangat ditentukan oleh sejauh mana perangkat daerah mampu mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk itu, diperlukan alat ukur yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi secara periodik. Alat ukur tersebut diwujudkan dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU).
IKU DP3APPKB Provinsi Bengkulu berfungsi sebagai indikator makro yang menunjukkan capaian strategis lembaga dalam mendukung pencapaian misi pembangunan daerah. IKU ini bersifat representatif karena mengukur hasil (outcome) dari pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan DP3APPKB, bukan hanya output administratif semata.
Penetapan IKU mengacu pada beberapa prinsip:
1. Relevansi – indikator dipilih sesuai dengan mandat DP3APPKB dalam bidang perencanaan pembangunan, riset, inovasi, serta tata kelola perangkat daerah.
2. Keterukuran – indikator dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif dengan data yang tersedia dan dapat diverifikasi.
3. Konsistensi – indikator selaras dengan indikator tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Bengkulu, serta indikator kinerja pembangunan nasional.
4. Keterpaduan – indikator mencerminkan keterhubungan antarprogram, sehingga capaian setiap kegiatan dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan strategis DP3APPKB.
Sejalan dengan hal tersebut, IKU DP3APPKB Provinsi Bengkulu 2025–2029 ditetapkan berdasarkan indikator tujuan dan sasaran Renstra, yang sekaligus menjadi instrumen evaluasi kinerja jangka menengah.






75

[bookmark: _bookmark37]Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) DP3APPKB Provinsi Bengkulu

	No
	Indikator
	Satuan
	Target

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Indeks Pembangunan Gender (IPG) 
	Indeks
	91,501
	91,603
	92,49
	92,65
	92,82
	92,82

	2
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
	Indeks
	0,404
	0,368
	0,402
	0,391
	0,379
	0,379

	3
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)
	Indeks
	71,1
	72,04
	72,84
	73,54
	74,16
	74,16

	4
	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga
	%
	74,32
	75,29
	76,02
	76,59
	77,05
	77,44

	5
	Persentase ARG
	%
	-
	11,25
	11,3
	11,35
	11,4
	11,45

	6
	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan  Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan
	Persentase
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	7
	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
	Indeks
	74,32
	75,29
	76,02
	76,59
	77,05
	77,44
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4.5 [bookmark: _bookmark38]Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025- 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran kinerja operasional yang digunakan untuk mengukur keluaran (output) atau hasil langsung dari program dan kegiatan spesifik yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029. IKK ini dirumuskan berdasarkan program prioritas dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra, serta bersifat lebih teknis dan terukur dibandingkan IKU.
[bookmark: _bookmark39]IKK ini berperan penting dalam memantau efektivitas implementasi kegiatan harian dan berkontribusi secara kumulatif pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan sasaran strategis dinas. Berikut adalah IKK yang menjadi fokus DP3APPKB PROVINSI BENGKULU, yang akan diukur dan dipantau secara berkala untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan.
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Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) DP3APPKB Provinsi Bengkulu

	No
	Indikator
	Satuan
	Target

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif 
	Persentase
	90
	92,25
	95,5
	95,75
	96
	96,25

	2
	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif
	%
	95
	98
	98,5
	99
	99,5
	100

	3
	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)
	Persentase
	69
	69,18
	69,3
	69,42
	69,55
	69,68

	4
	Total Fertility Rate (TFR)
	Orang
	2,26
	2,25
	2,24
	2,23
	2,22
	2,21

	5
	Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (unmet need)
	%
	8,2
	7,39
	7,01
	6,64
	6,27
	5,9

	6
	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)
	Kelahiran Per 1000 WUS 15-19 tahun
	21,5
	19,1
	18,7
	18,3
	17,9
	17,3

	7
	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 tahun.
	Rata-rata Anak Per Wanita
	2,26
	2,25
	2,24
	2,23
	2,22
	2,21
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BAB V 
PENUTUP

Kesimpulan
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang komprehensif, terstruktur, dan berbasis bukti. Disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu 2025–2029, Renstra ini menjadi peta jalan strategis bagi DP3APPKB dalam mewujudkan visi “Terwujudnya keluarga berkualitas, perempuan berdaya, anak terlindungi, dan pertumbuhan penduduk yang seimbang di Provinsi Bengkulu”.

Dokumen ini merefleksikan hasil analisis mendalam terhadap gambaran pelayanan DP3APPKB, termasuk kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta evaluasi kinerja pelayanan periode 2020-2024. Berbagai permasalahan isu strategis yang teridentifikasi, seperti masih adanya kesenjangan gender (terutama pada IDG), tren peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, tantangan dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk (terutama ASFR 15-19), serta kebutuhan akan data berbasis bukti dan optimalisasi tata kelola internal dinas, menjadi fondasi utama perumusan arah kebijakan ke depan.

Untuk menjawab isu-isu strategis tersebut, Renstra ini telah merumuskan dua sasaran utama yaitu pertama, Penguatan kelembagaan PUG dan meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui sistem pencegahan, penanganan, dan pemulihan yang terintegrasi. Kedua, meningkatnya tata kelola kinerja perangkat daerah yang profesional dan akuntabel.

Secara keseluruhan, renstra DP3APPKB Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029 ini menjadi komitmen kolektif dinas untuk mengarahkan seluruh sumber daya dan upaya guna menciptakan pembangunan yang inklusif, berkesetaraan gender, berdaya, dan berkelanjutan. Diharapkan implementasi Renstra ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang PPPA dan PPKB, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian  visi pembangunan Provinsi Bengkulu secara menyeluruh.

Kaidah Pelaksanaan
Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029 dirancang untuk menciptkan koordinasi yang efektif, menjamin keberlanjutan program, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Prinsip-prinsip ini akan menjadi pedoman bagi seluruh jajaran DP#APPKB dan pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan dokumen perencanaan ini.
1. Konistensi dan Keselarasan
Seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DP3APPKB harus senantiasa konsisten dan selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang termuat dalam Renstra ini. Selain itu, Renstra ini menjadi pedoman utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan DP3APPKB, serta harus menjaga keselarasan dengan RPJMD Provinsi Bengkulu, RPJMN, dan dokumen perencanaan terkait lainnya di tingkat provinsi maupun pusat.
2. Kolaborasi Lintas Sektor dan Antar Pemangku Kepentingan
Mengingat sifat urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana yang multidimensional dan lintas sektor, pelaksanaan Renstra ini memerlukan sinergi dan klaborasi yang kuat antar perangkat daerah dan lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Lembaga Non Pemerintah (LSM, Organisasi Profesi, Organisasi Kemasyarakatan), Dunia Usaha, Akademisi, serta pertisipasi aktif masyarakat. Forum koordinasi pembangunan daerah akan dioptimalkan untuk memantau progres dan menyelesaikan hambatan lintas sektor.
3. Manajemen Berbasis Kinerja
Pelaksanaan Renstra akan didasarkan pada prinsip manajemen berbasis kinerja yang terukur dan akuntabel. Setiap program dan kegiatan akan diarahkan untuk mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan (IKU dan IKK). Kepala Dinas bertanggungjawab penuh dalam mengarahkan, mengoptimalkan sumber daya, dan memastikan pencapaian target kinerja.
4. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan
Sistem monitoring dan evaluasi akan dilaksanakan secara berkala dan sistematis untuk memantau progres pencapaian target kinerja, mengidentifikasi keberhasilan, kegagalan, serta permasalahan yang timbul. Hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk pengambilan keputusan, penyesuaian strategi, perbaikan program/kegiatan, dan pelaporan kinerja yang transparan kepada publik dan pemangku kepentingan.
5. Akuntabilitas dan Transparansi
Penyelenggaraan pemerintah yang bersih, efektif, dan bertanggungjawab akan senantiasa diutamakan, DP3APPKB berkomitmen untuk menyajikan laporna kinerja secara periodik yang mencerminkan pertanggungjawaban atas capaian kinerja dan penggunaan anggaran. Informasi mengenai kinerja dinas akan disebarluaskan kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi yang relevan.
6. Adaptasi dan Relevansi
Renstra ini adalah dokumen dinamis yang dapat disesuaikan apabila terjadi perubahan signifikan pada kebijakan pembangunan di tingkat nasional atau daerah, atau adanya kondisi eksternal yang berdampak besar. Penyesuaian akan dilakukan melalui mekanisme yang berlaku untuk memastikan Renstra tetap relevan dan efektif dalam menjawab tantangan di masa mendatang.

Melalui kaidah pelaksanaan ini, diharapkan Renstra DP3APPKB Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029 dapat di implementasikan secara optimal, memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat, dan berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Bengkulu.

Penutup Dokumen
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsin Bengkulu Tahun 2025-2029 merupakan peta jalan strategis yang vital dan komprehensif. Dokumen ini dirancang sebagai instrumen penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029, dengan tujuan mengarahkan setiap langkah dan sumber daya DP3APPKB secara efektif dan efisien.

Diharapkan dengan berpedoman pada Renstra ini, DP3APPKB Provinsi Bengkulu dapat mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Keberhasilan implementasi Renstra ini akan memberikan dampak positif yang nyata terhadap peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, dan partisipasi masyarakat, serta berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan visi pembangunan Provinsi Bengkulu yang “Maju, Mandiri, Berkakhlak, dan Berkelanjutan”. Dokumen ini diharapkan menjadi fondasi yang kokoh bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang inklusif, berkesetaraan, dan berkelanjutan di masa yang akan datang.

KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI BENGKULU (SIMFONI 2021-2024)

2021	FISIK	PSIKIS	SEKSUAL	EKSPLOITASI	TRAFFICKING	PENELANTARAN	LAINNYA	40	69	130	5	1	9	19	2022	FISIK	PSIKIS	SEKSUAL	EKSPLOITASI	TRAFFICKING	PENELANTARAN	LAINNYA	82	88	136	6	6	19	17	2023	FISIK	PSIKIS	SEKSUAL	EKSPLOITASI	TRAFFICKING	PENELANTARAN	LAINNYA	137	74	179	13	3	22	30	2024	FISIK	PSIKIS	SEKSUAL	EKSPLOITASI	TRAFFICKING	PENELANTARAN	LAINNYA	113	41	159	6	6	21	10	
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2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN

BIDANG PEMBERDAYAAN

T T N Ty 18.407.072.550 18.733.322.550 21.208.561.679 21.360.525.611 23.173.991.892

ANAK

2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 11.217.072.550 11.217.072.550 11.777.926.178 12.366.822.486 12.985.163.611

PROVINS!

2.08.2.14.0.00.01.00
00- Dinas

Meningkatnya dt h adi S lgasicay Pemberdayaan

dan operasional dalam fungsi perangkat dacrah yang Perempuan,

igae dan fungsi perangkat daorah e e 100 11.217.072550 | 100 11.217.072550 | 100 1.777.926478 [ 100 12.366.822.486 | 100 12985.163611 | OlRER ek,

secara efektif, efisien, dan akuntabel pe! pal Pengendalian
) Penduduk dan
Keluarga Berencana
Persentase realisasi belanja e e o e e e
operasional terhadap rencana (%)

2.08.01.1.01 - Perencanaan,

Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 310.000.000 158.000.000 239.000.000 310.000.000 400.000.000

Perangkat Daerah

Persentase Terlaksananya Jumiah Laporan Evaluasi Kinerja

Perencanaan, Penganggaran dan & s 5 5 310000000 | 5 158.000.000 | 5 239.000000 | 5 310000000 | 5 400.000.000

Perangkat Daerah (Laporan)
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
“Jumiah Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD|
dan Laporan Hasil Koordinasi 8 9 3 8 9 3
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD (Laporan)
Jumiah Data Statistik Sektoral
Daerah yang Telah Dikumpulkan 7 " q 7 "
dan Diperiksa Lingkup Perangkat N
Daerah (Data)
Jumiah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah (Dokumen) = i s = i o

2.08.01.1.01.0001 - Penyusunan

Dokumen Perencanaan Perangkat 75.000.000 61.000.000 54.000.000 100.000.000 100.000.000

Daerah

Tersusunnya Dokumen Perencanaan | Jumiah Dokumen Perencanaan

Peranghat Deorah Perangket Dacrah (Dakumen) 13 13 75.000000 | 13 61000000 [ 13 54000000 | 13 100.000.000 [ 13 100.000.000

2.08.01.1.01.0006 - Koordinasi dan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 75.000.000 25.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja | JuMIah Laporan Capaian Kinerja

va Lapol p: 1l dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD|
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan |21 /Ise Fea 228 B2
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan po! 3 3 75000000 | 3 25000000 | 3 75000000 | 3 100.000.000 [ 3 100.000.000
Penyusunan Laporan Capaian
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Roalsesi Kinerfa SKPD, Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD (Laporan)

Z0001L01000TLE S M e 80.000.000 36.000.000 £80.000.000 100.000.000 100.000.000

Perangkat Daerah

Terlaksananya Evaluasi Kinerja Jumiah Laporan Evaluasi Kinerja 5 5 20000000 | 5 0000000 | s 20000000 | 5 100000000 | 5 100,000,000

Perangkat Daerah

Perangkat Daerah (Laporan)
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2.08.01.1.01.0008 - Pelaksanaan

Pengumpulan Data Statistik Sektoral 80.000.000 36.000.000 30.000.000 10.000.000 100.000.000

Daerah

Jumiah Data Statistik SeKtoral
Terlaksananya Pengumpulan Data Daerah yang Telah Dikumpulkan
e P gump o Do inghop Perangiat - 1 80.000000 | 1 36.000000 | 1 30000000 | 1 10.000000 [ 1 100.000.000
Daerah (Data)
A R D 9.680.000.000 9.580.000.000 9.703.964.041 9.650.000.000 10.010.000.000
Perangkat Daerah
“Jumiah Dokumen Pelaporan dan
Persentase terlaksananya administrasi | cis prognosis Realisasi 2 2 9.680.000.000 2 9.590.000.000 2 9.703.964.041 2 9.650.000.000 2 10.010.000.000
keuangan
Anggaran_(Dokumen)
Jumiah Laporan Keuangan AKhir
Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan 1 1 1 1 1 1
Keuangan Akhir Tahun SKPD
(Laporan)
Jumiah Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/Semesteran
SKPD dan Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan 4 4 4 4 4 4
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD (Laporan)
Jumlah Orang yang Menerima Gaji
dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan) w w w w w w
“Jumlah Dokumen Penatausahaan
‘dan Pengujan/Verifikasi Keuangan 4 4 4 4 4 4
SKPD (Dokumen)
Z030 112,000 RESvedRanCal 2 9.440.000.000 9.550.000.000 9.610.000.000 9.610.000.000 9.610.000.000
Tunjangan ASN
“Jumiah Orang yang Menerima Gaji

Tersedianya G dan Tunjangan ASN | (20 e VARSI TRte | 7 78 9.440000.000 [ 78 9.550.000000 | 78 9610.000000 [ 78 9610000.000 | 78 9.610.000.000

2.08.01.1.02.0003 - Pelaksanaan

Penatausahaan dan 60.000.000 10.000.000 63.964.041 10.000.000 100.000.000

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

ertaksananya Ponatausahaan dan | UmIah DoKumen Penatausanaan

4 dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 4 4 60.000.000 | 4 10.000000 | 4 63964041 | 4 10.000.000 [ 4 100.000.000

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

SKPD (Dokumen)

2.08.01.1.02.0005 - Koordinasi dan

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 60.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 100.000.000

Tahun SKPD

Tersedianya Laporan Keuangan Akhir | Jmah Laporan Keuangan Akhir

o SKbD o amoran o Tahun SKPD dan Laporan Hasil

P Koordinasi Penyusunan Laporan 1 1 60000.000 | 1 10.000000 | 1 10.000000 [ 1 10.000000 [ 1 100.000.000

oordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Keuangan Akhir Tahun SKPD
(Laporan)

2.08.01.1.02.0007 - Koordinasi dan

Penyusunan Laporan Keuangan 60.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 100.000.000

Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumiah Laporan Keuangan

Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran

Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD [ Gan™ T iananBemesior

dan Laporan Koordinasi Penyusunan P 4 4 60.000.000 | 4 10.000000 | 4 10.000000 [ 4 10.000.000 [ 4 100.000.000

Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan Keuangan
Bulanan/Trwulanan/Semesteran Skpp | Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD (Laporan)
2.08.01.1.02.0008 - Penyusunan
Pelaporan dan Anlisis Prognosis 60.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 100.000.000

Realisasi Anggaran
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“Jumiah Dokumen Pelaporan dan
:":;:f:{a ?;::‘s";;ﬁ:a'::’:m" :fa"" Analisis Prognosis Realisasi 2 2 60.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 2 100.000.000
og ngg: Anggaran (Dokumen)
2.08.01.1.03 - Administrasi Barang Milk
Daerah pada 190.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 300.000.000
Perangkat Daerah
Persentase Terlaksananya Administrasi | Jumlah Rencana Kebutuhan
Barang Milik Daerah Pada Perangkat | Barang Milk Daerah SKPD 1 1 190.000.000 [ 1 40000000 | 1 40000000 | 1 40.000000 | 1 300.000.000
Daerah (Dokumen)
Jumiah Laporan Penatausahaan
Barang Milk Daerah pada SKPD 1 1 1 1 1 1
(Laporan)
Jumiah Laporan Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan Barang Milik 1 1 1 1 1 1
Daerah pada SKPD (Laporan)
2.08.01.1.03.0001 - Penyusunan
Perencanaan Kebutuhan Barang Milk 60.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 100.000.000
Daerah SKPD
Jumiah Rencana Kebutuhan
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang| g . 0 ik Daerah SKPD 1 1 60.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 100.000.000
Milik Daerah SKPD
(Dokumen)
2.08.01.1.03.0005 - Rekonsiiasi dan
Penyusunan Laporan Barang Milik 60.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 100.000.000
Daerah pada SKPD
Teriaksananya Rekonsiliasi dan Jumiah Laporan Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan Barang Milik Penyusunan Laporan Barang Milik 1 1 60.000000 | 1 10.000.000 | 1 10.000.000 | 1 10.000.000 [ 1 100.000.000
Daerah pada SKPD Daerah pada SKPD (Laporan)
2.08.01.1.03.0006 - Penatausahaan
Barang Miik Daerah pada 70.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 100.000.000
SKPD
Jumiah Laporan Penatausahaan
Terlaksananya Penatausahaan Barang (g0 ik Daerah pada SKPD 1 1 70.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 100.000.000
Milik Daerah pada SKPD
(Laporan)
O 165.930.200 381.873.082 170.000.000 119.837.013 170.000.000
Perangkat Daerah
Persentase Jumlah Administrasi Jumiah Pegawai Berdasarkan
Kepegawaian Perangkat Daerah yang | Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 6 7 165930200 [ 7 381873082 | 7 170000000 [ 7 119837013 [ 7 170.000.000
dilaksanakan Pendidikan dan Pelatihan (Orang)
Jumiah Paket Pakaian Dinas
Beserta Atribut Kelengkapan 1 1 11 1 1 1
(Paket)
Jumiah Dokumen Pendataan dan
Pengolahan Administrasi 2 2 2 2 2 2
Kepegawaian (Dokumen)
Jumiah Dokumen Monitoring,
Evaluasi, dan Penilaian Kinerja 3 3 3 3 3 3
Pegawai (Dokumen)
2.08.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta Atribut 105.930.200 200.000.000 100.000.000 49.837.013 100.000.000
Kelengkapannya
“Jumiah Paket Pakaian Dinas
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Beserta Atribut Kelengkapan 1 1 105.930.200 11 200.000.000 1 100.000.000 1 49.837.013 1 100.000.000

Atribut Kelengkapan

(Paket)
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2.08.01.1.05.0003 - Pendataan dan

Pengolahan Administrasi 20.000.000 70.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000

Kepegawaian

Terakoananya Pondataan dan Jumiah Dokumen Pendataan dan

v Pengolahan Administrasi 2 2 20000000 | 2 70000000 | 2 20000000 | 2 20000000 | 2 20.000.000

Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Kepegawaian (Dokumen)

2.08.01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluas',

dan Penilaian Kinerja 20.000.000 70.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000

Pegawai

“Jumiah Dokumen Monitoring,
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan { gy a6; gan Penilaian Kinerja 3 3 20.000.000 3 70.000.000 3 20.000.000 3 20.000.000 3 20.000.000
Penilaian Kinerja Pegawai

Pegawai (Dokumen)

2.08.01.1.05.0000 - Pendidikan dan

Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas 20.000.000 41.873.082 30.000.000 30.000.000 30.000.000

dan Fungsi

Jumiah Pegawai Berdasarkan

;e”m";‘z:z’:’?"::;;ez:‘"? Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 6 7 20.000.000 7 41873.082 7 30.000.000 7 30.000.000 7 30.000.000

°9: s '98! | pendidikan dan Pelatihan (Orang)
eI b Rt 219000000 264.000.000 356.600.000 637.000.000 733.498.634
Perangkat Daerah
Jumiah Dokumen Bahan Bacaan

Persentase Terlaksananya Administrasi | dan Peraturan

Unnams Perangiat Gasrah clisksanakan | Perundang.Undangan yang 1 3 210000000 | 3 264.000000 | 3 356600000 | 3 637.000000 | 3 733.498.634
Disediakan (Dokumen)
“Jumiah Dokumen Penatausahaan
Arsip Dinamis pada SKPD 1 1 0 1 1 1
(Dokumen)
Jumlah Laporan Fasiltasi
Kunjungan Tamu (Laporan) o 2 ! ! ! !
Jumiah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 16 17 1 1 1 1
SKPD (Laporan)
Jumlah Paket Bahan Logisti
Kantor yang Disediakan (Paket) 4 3 9 4 & 9
Jumiah Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan yang Disediakan 4 2 4 4 4 4
(Paket)
Jumiah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan 1 2 6 6 6 6
Kantor yang Disediakan (Paket)
Jumiah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang 4 2 4 4 4 4
Disediakan (Paket)

2.08.01.1.06.0001 - Penyediaan

Komponen Instalasi 50.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 100.000.000

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

“Jumiah Paket Komponen Instalasi

I;’f:;m;:“a'ﬁ:: '::‘:r:a:;"m Listrik/Penerangan Bangunan 1 24 50.000.000 6 10.000.000 6 10.000.000 6 10.000.000 6 100.000.000

ng: 9 Kantor yang Disediakan (Paket)

2.08.01.1.06.0002 - Penyediaan

e e . 10.000.000 10.000.000 10.000.000 100.000.000 100.000.000

“Jumiah Paket Peralatan dan
;«:r:::lir;ya :i’:r'::" dan Perlengkapan Kantor yang 4 2 10.000.000 4 10.000.000 4 10.000.000 4 100.000.000 4 100.000.000
'gkapa Disediakan (Paket)
2 e 50.000.000 50.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000

Logistik Kantor
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“Jumiah Paket Bahan Logisti

Tersedianya Bahan Logistk Kantor Kantor yane Disediakan (oakel) 4 3 50000000 | 4 50000000 | 4 50000000 | 4 100.000.000 [ 4 100.000.000

2.08.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang
e 23.000.000 33.000.000 23.000.000 100.000.000 100.000.000
Jumiah Paket Barang Cetakan dan
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 2 23.000.000 4 33.000.000 4 23.000.000 4 100.000.000 4 100.000.000
Penggandaan
(Paket)
2.08.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan 16.000.000 21.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000
Perundang-Undangan
“Jumiah Dokumen Bahan Bacaan
Tersedianya Bahan Bacaan dan dan Peraturan 1 3 16.000.000 3 21.000.000 3 27.000.000 3 27.000.000 3 27.000.000
Peraturan Perundang-Undangan Perundang-Undangan yang
Disediakan (Dokumen)
i:':u“' 08 0008 IR K 10.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000
Terlaksananya Fasiltasi Kunjungan | Jumiah Laporan Fasiltasi B A 0000000 | 1 50000000 |1 00000000 | 1 100000000 |1 100000000
Tamu Kunjungan Tamu (Laporan)
2.08.01.1.06.0000 - Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan 20.000.000 50.000.000 96.600.000 100.000.000 106.408.634
Konsultasi SKPD
“Jumiah Laporan Penyelenggaraan
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat (2. oordinasi dan Konsultasi 16 17 20.000.000 1 50.000.000 1 96.600.000 1 100.000.000 1 106.498.634
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SKPD (Laporan)
2D 40.000.000 40.000.000 40.000.000 100.000.000 100.000.000
Arsip Dinamis pada SKPD.
“Jumiah Dokumen Penatausahaan
Terlaksananya Penatausahaan Arsip {0 binamis pada SKPD 1 1 40.000.000 0 40.000.000 1 40.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000
Dinamis pada SKPD
(Dokumen)
2.08.01.1.07 - Pengadaan Barang Milk
Daerah Penunjang 89.000.000 146.000.000 568.466.737 550.000.000 445.260.577
Urusan Pemerintah Daerah
Persentase Terlaksananya Pengadaan
Barang Milik Daerah Penunjang Urusan | Umah Unit Peralatan dan Mesin 5 6 89.000.000 6 146.000.000 6 568.466.737 6 550.000.000 6 445269 577
Lainnya yang Disediakan (Unit)

Pemerintahan Daerah
“Jumiah Unit Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas - - - 1 1 -
Jabatan yang Disediakan (Unit)
“Jumiah Unit Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan yang 1 2 1 1 1 1
Disediakan (Unit)
Jumiah Paket Mebel yang ) 7 ‘ ) 7 ‘
Disediakan (Paket)

2.08.01.1.07.0001 - Pengadaan

Kendaraan Perorangan Dinas atau 0 0 250.000.000 250.000.000 0

Kendaraan Dinas Jabatan

“Jumiah Unit Kendaraan Perorangan
[T)?f::ﬁﬁ:::::zﬁ':i?;'n Dinas atau Kendaraan Dinas - - 0 - 0 1 250.000.000 1 250.000.000 - 0
Jabatan yang Disediakan (Unit)

2.08.01.1.07.0002 - Pengadaan

Kendaraan Dinas Operasional atau 20.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000 245.260.577

Lapangan

ersodianya Kendaraan Dinas “Jumiah Unit Kendaraan Dinas

¥ Operasional atau Lapangan yang 1 2 20000000 | 1 50000000 | 1 100.000000 [ 1 100000000 [ 1 245.260.577

Operasional atau Lapangan

Disediakan (Unit)
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2.08.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel 50.000.000 50.000.000 172.466.737 100.000.000 100.000.000
Tersedianya Mebel Jumiah Paket Mebel yang 1 1 50.000.000 1 50.000.000 1 172.466.737 1 100.000.000 1 100.000.000
Disediakan (Paket)

20801 L0T.0000 hongacassy 19.000.000 46.000.000 46.000.000 100.000.000 100.000.000

Peralatan dan Mesin Lainnya

Tersedianya Peralatan dan Mesin “Jumiah Unit Peralatan dan Mesin 5 A 000000 |6 0000000 | 6 5000000 | © 00000000 | ® 100000000

Lainnya Lainnya yang Disediakan (Unit)

2.08.01.1.08 - Penyediaan Jasa

Penunjang Urusan 380.834.150 429.087.200 467.587.200 544.087.200 544.087.200

Pemerintahan Daerah

Persentase Terlaksananya Penyediaan | ="~

Jasa Penunjang Urusan Pemerintah e 2 1 1 380.834.150 | 1 420087200 | 1 467.567200 | 1 544087200 | 1 544.087.200

i Surat Menyurat (Laporan)

Jumiah Laporan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan 1 1 1 1 1 1
Listrik yang Disediakan (Laporan)

Jumiah Laporan Penyediaan Jasa

Pelayanan Umum Kantor yang 12 12 12 12 12 12
Disediakan (Laporan)

Jumiah Laporan Penyediaan Jasa

Peralatan dan Perlengkapan Kantor| 1 1 1 1 1 1
yang Disediakan (Laporan)

208.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa 5.000.000 6.500.000 45.000.000 6.500.000 6.500.000

Surat Menyurat

Terlaksananya Penyediaan Jasa Sural | Jumiah Laporan Penyediaan Jasa ) 1 s000000 |+ 5500000 |1 5000000 |1 ss00000 |1 5500000

Menyurat Surat Menyurat (Laporan)

2.08.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa

T G T 53.000.000 53.000.000 53.000.000 100.000.000 100.000.000

Jumiah Laporan Penyediaan Jasa
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber |\ oo nikaci. Sumber Daya Air dan 1 1 53.000.000 1 53.000.000 1 53.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000
Daya Air dan Listrik

Listrik yang Disediakan (Laporan)

2.08.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa

e 26.000.000 32.000.000 32.000.000 100.000.000 100.000.000

Tersodianya Jasa Peralatan dan Jumiah Laporan Penyediaan Jasa

¥ Peralatan dan Perlengkapan Kantor| 1 1 26000000 | 1 32000000 | 1 32000000 | 1 100000000 [ 1 100.000.000

Perlengkapan Kantor

yang Disediakan (Laporan)
208 0LL08. 0008 Rony s aniae 296.834.150 337.587.200 337.587.200 337.567.200 337.587.200
Pelayanan Umum Kantor

Jumiah Laporan Penyediaan Jasa
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Pelayanan Umum Kantor yang 12 12 296.834.150 12 337.587.200 12 337.587.200 12 337.587.200 12 337.587.200
Kantor

Disediakan (Laporan)

2.08.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Mil

Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan| 182.308.200 208.112.268 232.308.200 515.808.273 382.308.200

Daerah

Persentase Terlaksananya Pemeliharaan| =" o

Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 10 10 182308200 [ 10 208.112268 | 10 232308200 | 10 515808273 | 10 382.308.200

Lainnya yang Dipelinara (Unit)
Pemerintahan Daerah
Jumiah Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan o a A o a A

Lainnya yang
Dipelihara/Direhabiltasi (Unit)

Jumlah Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan yang Dipelinara dan
Dibayarkan Pajaknya (Unit)
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TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
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“Jumiah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan yang
Dipelihara dan Dibayarkan Pajak i L L) i L L
dan Perizinannya (Unit)

2.08.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa

e e e Can 54.580.000 54.580.000 54.580.000 104.580.000 54.580.000

Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau

Kendaraan Dinas Jabatan

Tersedianya Jasa Pemelinaraan, Biaya | Jumiah Kendaraan Perorangan

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan | Dinas atau Kendaraan Dinas ; ' sass0000 | 1 ses80000 | 1 sess0000 | 1 1oass0000 | 1 54,580,000

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas| Jabatan yang Dipelinara dan

Jabatan Dibayarkan Pajaknya (Unit)

2.08.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa

oy e, 56.728.200 56.728.200 56.728.200 90.318.273 106.728.200

Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan

Tersedianya Jasa Pemelinaraan, Biaya | Jumiah Kendaraan Dinas

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Operasional atau Lapangan yang

Kenciataon Dinte Operaional atas Dl an Dibmarton Porar 10 10 56728200 | 10 56728200 | 10 56728200 | 10 20318273 | 10 106.728.200

Lapangan dan Perizinannya (Unit)

AL RITETEED 21.000.000 21.000.000 21.000.000 71.000.000 71.000.000

Peralatan dan Mesin Lainnya

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan | Jumiah Peralatan dan Mesin o o 21000000 | 10 21000000 | 10 21000000 | 10 1000000 | 10 11000000

dan Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelinara_(Unit)

2.08.01.1.08.0010-

Pemeliharaan/Rehabiltasi Sarana dan

Prasarans Godung Kantor atsu 50.000.000 75.804.068 100.000.000 250.000.000 150.000.000

Bangunan Lainnya

Terlaksananya Jumiah Sarana dan Prasarana

Pemeliharaan/Rehabiltasi Sarana dan | Gedung Kantor atau Bangunan ) ) s0000000 | 2 sssoaces | 2 100000000 | 2 250000000 | 2 150.000.000

Prasarana Gedung Kantor atau Lainnya yang

Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabiltasi (Unit)

2.08.02- PROGRAM

PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN 3.075.000.000 3.230.000.000 3.395.000.000 3.550.000.000 4.130.000.000

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

2.08.2.14.0.00.01.00
00-Dinas

Meningkainya Kualtas dan efektivtas | o ';:'r::’:'l';::‘aa"

Penyelenggaraan PUG dan Peran cie S 10,89 125 3.075000.000 [ 11,3 3.230.000.000 [ 1135 3.395.000000 [ 114 3.550.000.000 | 1145 4.130,000.000 e

Gender (ARG) (Persentase) Perindungan Anak,

Perempuan dalam Pembangunan

Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
A e 57.74 57.90 5848 5863 58,80 59,15

2.08.02.1.01 - Pelembagaan

SR S (U6 i 1.300.000.000 1.480.000.000 1.645.000.000 1.800.000.000 2.380.000.000

Lembaga Pemerintah Kewenangan

Provinsi

Jumiah dokumen hasil montoring
A B i L RS (T |6 D G e e S 1 1 1.300.000.000 1 1.480.000.000 1 1.645.000.000 1 1.800.000.000 1 2.380.000.000
program /kegiatan PUG dievaluasi PUG kewenangan provinsi
(1aporan)
jumiah OPD (provinsi) dan kablkota
yang mendapatkan pendampingan - 40 40 40 40 40
(Lembaga)
jumiah SDM OPD (provins)) dan
kablkota yang mendapatkan bimtek - 10 10 10 10 10

(orang)
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BIDANG URUSAN / PROGRAM /

BASELINE

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
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TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
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Jumiah kebijakan penyelenggaraan ) 7 ‘ ) 7 ‘
PUG ditingkat provinsi (Kebijakan)
“Jumiah pemangku kepentingan
tingkat provinsi dan kabupaten/kota
yang mendapatkan advokasi dan - 40 40 40 40 40
sosialisasi (lembaga pemerintah
dan non pemerintah) (Lembaga)
2.08.02.1.01.0005 - Penyusunan
Kebijakan Penyelenggaraan PUG 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 373.880.312
Kewenangan Provinsi
Tersusunnya peny! | Jumian )
UG Kewormgon Prounet PUG 4 mghat el (ot 1 1 350000000 | 1 350000000 | 1 350000000 | 1 350000000 | 1 373.880.312
2.08.02.1.01.0009 - Monitoring, Evaluas',
dan Pelaporan penyelenggaraan PUG 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000
provinsi
terlaksananya monitoring, evaluasi, dan {;‘;'Z';x:::‘;’;;‘;:‘:‘;:::;u"g
pelaporan penyelenggaraan PUG 1 1 350000000 | 1 350000000 | 1 350000000 | 1 350000000 | 1 350.000.000
foonsistasansi PUG kewenangan provinsi
(1aporan)
2.08.02.1.01.0010 - Bimbingan Teknis
Penyelenggaraan PUG Kewenangan 200.000.000 380.000.000 345.000.000 500.000.000 750.000.000
Provinsi
terlaksananya bimtek penyelenggaraan |1MIah SDM OPD (provinsi) dan
kablkota yang mendapatkan bimtek - 10 200000000 | 10 380.000.000 [ 10 345000000 | 10 500.000000 | 10 750.000.000
PUG kewenangan provinsi
(orang)
2.08.02.1.01.0011 - Pendampingan
Penyelenggaraan PUG Kewenangan 200.000.000 200.000.000 300.000.000 300.000.000 406.110.688
Provinsi
terlaksananya pendampingan Jumiah OPD (provinsi) dan Kablkota
penyelenggaraan PUG kewenangan | yang mendapatkan pendampingan - 40 200000000 | 40 200000000 [ 40 300.000.000 | 40 300.000000 | 40 406.110.688
provinsi (Lembaga)
2.08.02.1.01.0012 - Advokasi dan
sosialisasi penyelenggaraan PUG 200.000.000 200.000.000 300.000.000 300.000.000 500.000.000
kewenangan Provinsi
“Jumiah pemangku kepentingan
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi |tingkat provinsi dan kabupaten/kota
penyelenggaraan PUG Kewenangan | yang mendapatkan advokasi dan - 40 200000000 | 40 200000000 [ 40 300.000.000 | 40 300.000000 | 40 500.000.000
Provinsi sosialisasi (lembaga pemerintah
dan non pemerintah) (Lembaga)
2.08.02.1.02 - Pemberdayaan
PO (R s [, 1.075.000.000 1.050.000.000 1.050.000.000 1.050.000.000 1.050.000.000
Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi
KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi
Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi _| Jumiah lembaga masyarakat dan
Perempuan Dalam Pengambilan pemerintah tingkat provinsi yang 1 1 1.075.000000 | 1 1.050000.000 [ 1 1.050000.000 | 1 1.050.000.000 | 1 1.050.000.000
Keputusan mendapatkan advokasi (Lembaga)
Jumiah lembaga masyarakat yang
mendapatkan pendampingan 1 1 1 1 1 1
(Lembaga)
jumiah dokumen hasil monitoring
dan evaluasi pemberdayaan - 3 = 5 - -
perempuan kewenangan provinsi
(1aporan)
2.08.02.1.02.0005 - Advokasi
e e s ) 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000

politik, atau hukum, atau sosial, dan atau
ekonomi Kewenangan Provinsi
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TZF:;’T;":?;::"“"‘I'l"i"'z:f:z::; Jumiah lembaga masyarakat dan

peremp! ng palil. "| pemerintah tingkat provinsi yang 1 1 350000000 | 1 350000000 | 1 350000000 | 1 350000000 | 1 350.000.000

atau sosial, dan atau ekonomi

mendapatkan advokasi (Lembaga)

Kewenangan Provinsi

2.08.02.1.02.0006 - pendampingan

lembaga masyarakat pemberdayaan

perempuan di bidang politk, atau hukum,| 375.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000

atau sosial, dan atau ekonomi

Kewenangan Provinsi

Tonaksananya pendampIngan 19m»392 | jumiah lembaga masyarakat yang
y: P yaan peremp mendapatkan pendampingan 1 1 375.000.000 1 350.000.000 1 350.000.000 1 350.000.000 1 350.000.000

di bidang polik, atau hukum, atau sosial,|

(Lembaga)

dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi

2.08.02.1.02.0007 - monioring, evaluasi,

dan pelaporan pemberdayaan 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000

perempuan kewenangan provinsi

Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan {;‘;'Z';x:::“z’:ﬂﬁ”zm::‘”""g

pelaporan pemberdayaan perempuan P By 5 6 350.000000 | 7 350000000 [ @ 350000000 | 11 350000000 | 13 350.000.000

perempuan kewenangan provinsi
kewenangan provinsi
(1aporan)

2.08.02.1.03 - Penguatan dan

Pengembangan Lembaga Penyedia 700.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000

Layanan Pemberdayaan Perempuan

Kewenangan Provinsi

Peningkatan Kualitas layanan, perluasan | juriah lembaga penyedia layanan

jangkauan layanan, peningkatan pemberdayaan perempuan yang

Varaeies loabage: bort soningkatan | mondapaian pondampingen 15 18 700.000000 | 22 700.000.000 [ 26 700.000.000 | 30 700.000000 | 33 700.000.000

partisipasi (Lembaga)

jumiah SDM lembaga penyedia
layanan pemberdayaan perempuan| 25 30 50 75 100 125
yang mendapatkan bimiek (Orang)

2.08.02.1.03.0008 - Peningkatan

Kapasitas lembaga penyedia layanan 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000

pemberdayaan perempuan Kewenangan

Provinsi

":fk::‘::"”aa:g":": "ea"g“::::a" jumiah SDM lembaga penyedia

pengembang: aga per layanan pemberdayaan perempuan 25 30 350.000.000 50 350.000.000 75 350.000.000 | 100 350000000 | 125 350.000.000

layanan pemberdayaan perempuan

yang mendapatkan bimiek (Orang)
provinsi

2.08.02.1.03.0010 - pendampingan

S anga | 53 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000

penyedia layanan pemberdayaan

perempuan kewenangan provinsi

terlaksananya pendampingan penguatan | jumiah lembaga penyedia layanan

dan pengembangan lembaga penyedia | pemberdayaan perempuan yang 15 18 350.000.000 [ 22 350.000.000 | 26 350.000.000 | 30 350.000.000 [ 33 350.000.000

yanan pemberdayaan p n |men )

kewenangan provinsi (Lembaga)

2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN

ey 625000000 800.000.000 975.000.000 1.150.000.000 1.375.000.000

2.08.2.14.0.00.01.00
00-Dinas
Persentase Perempuan Korban Pemberdayaan
WO i L EREE NGE UHHO) Ty 95 98 625.000.000 | 985 800.000.000 99 975.000.000 | 995 1.150.000.000 [ 100 1.375.000000 | Perempuan,
perempuan Mendapatkan Layanan Perindungan Anak,
Komprehensif (%) Pengendalian
Penduduk dan

Keluarga Berencana
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TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (19 1) (12) (13 (14 15
2.08.03.1.01 - Pencegahan Kekerasan
terhadap Perempuan yang melibatkan
e Eha (g DAty ProRa dan 115.000.000 121.250.000 207.812.500 204703125 201.938.281
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
oinghatn kgonden mayarakal, | Jumiah Keiasama pra ik
: | dalam pencegahan kiP 10 12 115.000000 [ 15 121250000 [ 17 207.812500 [ 20 204703425 [ 22 201.938.281
serta ketersediaan dan kualitas layanan
Kewenangan Provinsi (Dokumen)
bagi korban
“Jumlah pengambil kebijakan dan
pemangku kepentingan yang
mendapatkan Advokasi dan q q q q q q
sosialisasi pencegahan KiP tingkat
provinsi, masyarakat, serta
Kab/Kota (Kegiatan)
2.08.03.1.01.0003 - Kerjasama para
pihak dalam pencegahan KiP 60.000.000 61.250.000 107.812.500 104.703.125 101.938.281
Kewenangan Provinsi
Terlaksananya Kerjasama para pihak | Jumlah Kerjasama para pihak
dalam pencegahan KIP Kewenangan | dalam pencegahan KiP 10 12 60.000.000 [ 15 61250000 [ 17 107.812500 | 20 104703425 | 22 101.938.281
Provinsi K Provinsi (Dokumen)
2.08.03.1.01.0007 - Advokasi dan
sosialisasi pencegahan KiP dan TPPO
kepada pengambil kebijakan dan 55.000.000 60.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000
pemangku kepentingan Kewenangan
Provinsi
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi ;:';'::gﬁ“f:p’:m::::ik:n"g“"
pencegahan KtP kepada pengambil Tandagatkan Advoleesian
kebijakan dan pemangku kepentingan di 1 1 55.000.000 1 60.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000
ingkat provins, masyarakat serta sosialisasi pencegahan KiP tingkat
KablKota provinsi, masyarakat, serta
Kab/Kota (Kegiatan)
2.08.03.1.02 - Penyediaan Layanan
Rujukan Lanjutan bagi Perempuan
Korban Kekerasan yang memeriukan 480.000.000 400.000.000 550.000.000 800.000.000 800.000.000
Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Perempuan Korban
Persentase perempuan korban gz;z?:"el‘:"‘(‘;;zmmka"
kekerasan dan TPPO yang mendapatkan - 5 480.000.000 7 400000000 | 10 550.000.000 [ 12 800.000.000 | 15 800.000.000
ayanan komprahansit Perempuan Korban Kekerasan
Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas.
Daerah Kabupaten/Kota (orang)
Jumlah Perempuan Korban
Kekerasan yang mendapatkan
Layanan Pengaduan atau
Penjangkauan Tingkat Daerah . B v o £ B
Provinsi dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota (Orang)
Jumlah Perempuan Korban
Kekerasan yang mendapatkan
Layanan Pengaduan atau
Penjangkauan korban Tingkat . B v o £ B
Daerah Provinsi dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota (Orang)
Jumlah Korban yang mendapatkan
Layanan Pengaduan atau
Penjangkauan tingkat Daerah - 5 7 10 12 15

Provinsi dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota (Orang)
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Jumiah Korban yang mendapatkan

Layanan Pengaduan atau

Penjangkauan bagi Tingkat Daerah - 5 7 10 12 15

Provinsi dan Lintas Daerah

Kabupaten/Kota (Orang)

Jumiah Perempuan Korban

Kekerasan yang mendapatkan

layanan rumah periindungan bagi R

Perempuan Korban Kekerasan tJ ’ e 2 L

Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas

Daerah Kabupaten/Kota (Orang)

Jumiah Perempuan Korban

Kekerasan yang mendapatkan

layanan spesifik untuk pemulihan

korban Tingkat Daerah Provinsi dan. . B v o £ B

Lintas Daerah Kabupaten/Kota

(Orang)

Jumiah Perempuan Korban

Kekerasan yang mendapatkan

pendampingan korban Tingkat - 5 7 10 12 15

Daerah Provinsi dan Lintas Daerah

Kabupaten/Kota (orang)

2.08.03.1.02.0003 - layanan gelar kasus

bagi Perempuan Korban Kekerasan 60.000.000 50.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000

Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas

Daerah Kabupaten/Kota

Jumiah Perempuan Korban

layanan gelar kasus bagi Perempuan | Kekerasan yang mendapatkan

Korban Kekerasan Tingkat Daerah ayanan gelar kasus bagi - 5 60.000.000 7 50000000 | 10 50000000 | 12 100.000.000 [ 15 100.000.000

Provinsi dan Lintas Daerah Perempuan Korban Kekerasan

Kabupaten/Kota Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas

Daerah Kabupaten/Kota (orang)

2.08.03.1.02.0004 - layanan

pendampingan tenaga ahi bagi

Perempuan Korban Kekerasan Tingkat 60.000.000 50.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000

Daerah Provinsi dan Lintas Daerah

Kabupaten/Kota

Tersedianya layanan pondampingan | 12Mah Korban yang mendapatkan

tenaga ahli bagi Perempuan Korban Layanan Pengaduan atau

Penjangkauan bagi Tingkat Daerah - 5 60.000000 | 7 50000000 | 10 50000000 | 12 100.000.000 [ 15 100.000.000

Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan

Lintas Daerah Kabupaten/Kota Provinsi dan Lintas Daerah

Kabupaten/Kota (Orang)

2.08.03.1.02.0005 - Layanan

pendampingan korban bagi Perempuan

Korban Kekerasan Tingkat Daerah 60.000.000 50.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000

Provinsi dan Lintas Daerah

Kabupaten/Kota

“Jumiah Perempuan Korban
orsedianya Layanan pordamPIngAN | Kekerasan yang mendapatkan
29! ® pendampingan korban Tingkat - 5 60.000000 | 7 50000000 | 10 50000000 | 12 100.000.000 [ 15 100.000.000
Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan
Lintas Daorah Kabupaton/Kota Daerah Provinsi dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota (orang)
2.08.03.1.02.0006 - layanan medikolegal
bagi Perempuan Korban Kekerasan 60.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000

Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas
Daerah Kabupaten/Kota
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Jumiah Perempuan Korban

T ya layanan r bagi  [K 1 yang mer )

Perempuan Korban Kekerasan Tingkat |Layanan Pengaduan atau

S Pen ek Tt Daarah - 5 60000000 | 7 50000000 [ 10 100.000000 | 12 100.000.000 [ 15 100.000.000

Kabupaten/Kota Provinsi dan Lintas Daerah

Kabupaten/Kota (Orang)

2.08.03.1.02.0007 - layanan rumah

pel g5 BagiEe smepuan [Roran) 60.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000

Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan

Lintas Daerah Kabupaten/Kota

“Jumiah Perempuan Korban

Tersedianya layanan rumah Kekerasan yang mendapatkan

perlindungan bagi Perempuan Korban | layanan rumah perlindungan bagi

Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan | Perempuan Korban Kekerasan N s 60000.000 | 7 50.000000 | 10 100.000.000 f 12 100.000.000 f 15 100.000.000

Lintas Daerah Kabupaten/Kota Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas

Daerah Kabupaten/Kota (Orang)

2.08.03.1.02.0008 - Layanan

Pengaduan atau Penjangkauan bagi

Perempuan Korban Kekerasan Tingkat 60.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000

Daerah Provinsi dan Lintas Daerah

Kabupaten/Kota

Jumiah Perempuan Korban

Tersedianya Layanan Pengaduan atau | Kekerasan yang mendapatkan

Penjangkauan bagi Perempuan Korban |Layanan Pengaduan atau

K o Dot Provingt o | Petamgiacon korbom Tmgiat - 5 60000000 | 7 50000000 [ 10 100.000000 | 12 100.000.000 [ 15 100.000.000

Lintas Daerah Kabupaten/Kota Daerah Provinsi dan Lintas Daerah

Kabupaten/Kota (Orang)

2.08.03.1.02.0000 - layanan spesifik

untuk pemulihan korban bagi Perempuan|

Korban Kekerasan Tingkat Daerah 60.000.000 50.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000

Provinsi dan Lintas Daerah

Kabupaten/Kota

“Jumiah Perempuan Korban

Tersedianya layanan spesifik untuk Kekorason yare e aapatkan

pemulihan korban bagi Perempuan ayanan spesifik untuk pemulihan

Korban Kekerasan Tingkat Daerah yanan sp per - 5 60000000 | 7 50000000 [ 10 50000000 | 12 100.000.000 [ 15 100.000.000

e D korban Tingkat Daerah Provinsi dan

Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota

(Orang)

2.08.03.1.02.0010 - layanan kesehatan

yang tidak djamin BPJS, Jamkesda, dan

sumber pendanaan lainnya bagi

e e P M 60.000.000 50.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000

Daerah Provinsi dan Lintas Daerah

Kabupaten/Kota

Tersedianya layanan kesehatan yang

tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan Jumiah Korban yang mendapatkan

sumber pendanaan lainnya bagi Layanan Pengaduan atau

Beromouan Koroan Kokeratas ingkat | Peniangkauan tingkat Daerah - 5 60000000 | 7 50000000 [ 10 50000000 | 12 100.000.000 [ 15 100.000.000

Provinsi dan Lintas Daerah

Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kapupatenikota Orone)

Kabupaten/Kota P: 0

2.08.03.1.03 - Penguatan dan

o S aea/oct 30.000.000 278.750.000 217.187.500 145.206.875 373.061.719

Layanan Perlindungan Perempuan

Kewenangan Provinsi

f:::gk:';:':‘:":g:mﬂms Jumlah kerjasama antar lembaga

s, Rend penyedia layanan pemberdayaan 1 2 30000000 | 4 278750000 | 6 217487500 | 8 145206875 [ 10 373.061.719

Layanan,Peningkatan Kesadaran
Masyarakat

perempuan (Dokumen)
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Jumiah lembaga penyedia Layanan
Perlindungan Perempuan yang - . - 3 =
mendapatkan pendampingan -
(Lembaga)
jumiah SDM lembaga penyedia
Layanan Perlindungan Perempuan 25 25 2 25 25 2
yang mendapatkan bimiek (Orang)

2.08.03.1.03.0005 - Peningkatan

Kapasitas Sumberdaya Lembaga

Penyedia Layanan Penanganan bagi 10.000.000 100.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000

Perempuan Korban Kekerasan

Kewenangan Provinsi

"sz::‘::"”aa:g":": "ea"g“::::a" jumiah SDM lembaga penyedia

pengembang: aga per Layanan Perlindungan Perempuan 25 25 10.000000 | 25 100.000.000 25 50.000.000 25 100.000.000 [ 25 100.000.000

Layanan Perlindungan Perempuan

yang mendapatkan bimiek (Orang)
provinsi

2.08.03.1.03.0006 - penguatan

kerjasama_Antar Lembaga Penyedia

Layanan Perlindungan Perempuan 10.000.000 100.000.000 50.000.000 25.296.875 100.000.000

Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah

Kabupaten/Kota

':;:::‘T:':i"yaa "9"9';':1?:?‘:""3 Jumlah kerjasama antar lembaga

aga peny: Ve penyedia layanan pemberdayaan 1 2 10.000.000 4 100.000.000 6 50.000.000 8 25.296.875 10 100.000.000

Perlindungan Perempuan kewenangan

perempuan (Dokumen)

provinsi

2.08.03.1.03.0008 - pendampingan

penguatan dan pengembangan lembaga 10.000.000 78.750.000 117.187.500 20.000.000 173.061.719

penyedia Layanan Perlindungan

Perempuan kewenangan provinsi

terlaksananya pendampingan penguatan | jumiah lembaga penyedia Layanan

dan pengembangan lembaga penyedia | Perlindungan Perempuan yang - 5 10.000.000 5 78.750.000 5 117.187.500 6 20.000.000 7 173.061.719

Layanan Perlindungan Perempuan mendapatkan pendampingan

kewenangan provinsi (Lembaga)

2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN

AT AR R G 1.025.000.000 1.250.000.000 1.410.000.000 1.500.000.000 1.450.000.000

2.08.2.14.0.00.01.00
00-Dinas

Meningkatnya kualitas keluarga dalam Pemberdayaan

Pembelajaran Keluarga (Puspaga)
e e don =) yang Berperspektif Gender dan Hak| 1 2 1.025.000.000 4 1.250.000.000 6 1.410.000.000 8 1.500.000.000 10 1.450.000.000 | Perempuan,
pemenuhan hak, serta perlindungan Perindungan Anak,
Anak Sesuai (Indeks)
perempuan dan anak Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana
2.08.04.1.02 - Penguatan dan

Pengembangan Lembaga Penyedia

Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga 525.000.000 650.000.000 650.000.000 850.000.000 750.000.000

dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak

Kewenangan Provinsi

e AT o KTl

Pemberdayaan Perempuan yang % ' 10 10 525000000 | 10 650.000.000 [ 10 650000000 | 10 850.000000 | 10 750.000.000

Keluarga yang mendapatkan
mendapat Pelatihan
peningkatan kapasitas (Lembaga)

2.08.04.1.02.0007 - peningkatan

L e R L 525.000.000 650.000.000 650.000.000 850.000.000 750.000.000

Peningkatan Kualitas Keluarga

Kewenangan Provinsi

Terlaksananya peningkatan kapasitas | Jumiah Lembaga Penyedia

Lembaga Penyedia Layanan Layanan Peningkatan Kualtas 10 10 525000000 | 10 650.000.000 [ 10 650000000 | 10 850.000000 | 10 750.000.000

Peningkatan Kualitas Keluarga
Kewenangan Provinsi

Keluarga yang mendapatkan
peningkatan kapasitas (Lembaga)
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2.08.04.1.03 - Penyediaan Layanan bagi

Keluarga dalam Mewjudkan KG dan

Hak Ak yang Wikayah Kejanya Lintas 500.000.000 600.000.000 760.000.000 650.000.000 700.000.000

Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Penyediaan Layanan Jumiah keluarga yang

Komprehensif bagi Keluarga dalam mendapatkan layanan konsultasi

Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak | dan konseling Lingkup Daerah - 50 500000000 | 50 600000000 | 50 760.000000 | 50 650.000000 | 50 700.000.000

yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah | Provinsi dan Lintas Daerah

Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota (Orang)

2.08.04.1.03.0004 - layanan konsultasi

dan konseling keluarga dalam

Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah 500.000.000 600.000.000 760.000.000 650.000.000 700.000.000

Provinsi dan Lintas Daerah

Kabupaten/Kota

“Jumiah keluarga yang

sy e e

peng: g s dan konseling Lingkup Daerah - 50 500000000 | 50 600000000 | 50 760.000000 | 50 650.000000 | 50 700.000.000

KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan

Lintas Daerah Kabupaten/Kota Provinsi dan Lintas Daerah

Kabupaten/Kota (Orang)
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN
e e E AT 800.000.000 800.000.000 810.000.000 810.000.000 700.000.000
2.08.2.14.0.00.01.00
00- Dinas
Tingkat Pemanfaatan Data Gender Pemberdayaan
T 0 P G 5 ST |G T G P 100 100 800.000.000 | 100 800.000.000 | 100 810.000.000 | 100 810.000.000 | 100 700.000.000 | Perempuan,
dan anak Evaluasi dan/atau Penyusunan Perlindungan Anak,
(Persentase) Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana
2.08.05.1.01 - Pengumpulan,

Pengolahan Analisis dan Penyajian Data

Gonclor dan Anak dajam Kelombagaan 800.000.000 800.000.000 810.000.000 810.000.000 700.000.000

Data di Tingkat Daerah Provinsi

“Jumiah Dokumen Data Gender dan
T Rl Anak Provinsi yang Tersedia 1 1 800.000.000 1 800.000.000 1 810.000.000 1 810.000.000 1 700.000.000
Memiliki Sistem Data Gender dan Anak

(Dokumen)

"Jumiah dokumen hasil penguatan

dan peningkatan kualitas data

kekerasan terhadap perempuan q 7 " q 7 "

dan anak hasil pencatatan dan

pelaporan melalui Simfoni PPA

(Dokumen)

2.08.05.1.01.0003 - Penguatan dan

peningkatan kualitas data kekerasan

terhadap perempuan dan anak hasil 400000000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 350.000.000

pencatatan dan pelaporan melalui

Simfoni PPA

“Jumiah dokumen hasil penguatan

Teriaksananya penguatan dan dan peningkatan kuaktas duta

peningkatan kualitas data kekerasan | 84 PerIIEn K AR 8

terhadap perempuan dan anak hasil | o €75} TIaden BeE 1 1 400.000000 [ 1 400000000 | 1 400000000 | 1 400000000 | 1 350.000.000

pencatatan dan pelaporan melalui P

pelaporan melalui Simfoni PPA
Simfoni PPA
(Dokumen)

2.08.05.1.01.0005 - Penyediaan,

Penyajian, dan Pemanfaatan Data 400000000 400.000.000 410.000.000 410.000.000 350.000.000

Gender dan Anak Provinsi

“Jumiah Dokumen Data Gender dan
Meningkatnya ketersediaan Data Gender |, -\ proyingi yang Tersedia 1 1 400.000.000 1 400.000.000 1 410.000.000 1 410.000.000 1 350.000.000

dan Anak Provinsi

(Dokumen)
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TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
©) ©2) © | ©9 ©5) ©8) ©7) ) ©9 19 @) 12 3 ) @)
O PR OCRAM REMENUEANEAK 140.000.000 400.000.000 490.000.000 570.000.000 920.000.000
ANAK (PHA)
2.08.2.14.0.00.01.00
00-Dinas
Pemberdayaan
Terjaminnya pemenuhan hak semua | Indeks Pemenuhan Hak Anak Perempuan,
R e ey 66.25 68,18 140.000.000 [ 68,01 400.000.000 | 6659 490.000.000 | 706 570.000000 | 71,61 520000000 [ PEERRRY
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana
2.08.06.1.01 - Pelembagaan PHA pada
Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, 84.000.000 240.000.000 204.000.000 342.000.000 552.000.000
dan Dunia Usaha K Provinsi
Jumiah SDM OPD (provins)) dan
Persentase Lembaga Layanan Anak | kablkota yang mendapatkan bimtek
yang telah memiliki Standar Pelayanan | Pelaksanaan Kebiakan - 100 84.000.000 | 100 240.000.000 [ 100 204.000.000 | 100 342.000000 | 100 552.000.000
Minimal Pemenuhan Hak Anak
K Provinsi (Orang)
“Jumiah kebijakan penyelenggaraan
Kebijakan Pemenuhan Hak Anak di - 1 1 1 1 1
tingkat provinsi (Kebijakan)
“Jumiah pemangku kepentingan
tingkat provinsi dan kabupaten/kota
yang mendapatkan advokasi dan R " " ; " "
sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan
Pemenuhan Hak Anak
Kewenangan Provinsi (Lembaga)
2.08.06.1.01.0004 - Penyusunan
i =lengramas s b e 28.000.000 80.000.000 98.000.000 114.000.000 184.000.000
Pemenuhan Hak Anak Kewenangan
Provinsi
Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan | Jumiah kebijakan penyelenggaraan
Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kebijakan Pemenuhan Hak Anak di - 1 28000000 | 1 80.000.000 | 1 98.000.000 | 1 114000000 [ 1 184.000.000
Kewenangan Provinsi tingkat provinsi (Kebijakan)
2.08.06.1.01.0006 - Bimbingan Teknis
Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak
Anak pada Lembaga Pemerintah, Non 26,000,000 80.000.000 98.000.000 114.000.000 184.000.000
Pemerintah, Media dan Dunia Usaha
Kewenangan Provinsi
Terlaksananya Bimbingan Teknis Jumiah SOM OPD (provins)) dan
Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak | kablkota yang mendapatkan bimtek
Anak pada Lembaga Pemerintah, Non | Pelaksanaan Kebijakan - 100 28.000.000 | 100 80.000.000 [ 100 98.000.000 | 100 114.000.000 [ 100 184.000.000
Pemerintah, Media dan Dunia Usaha | Pemenuhan Hak Anak
Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi (Orang)
2.08.06.1.01.0007 - Advokasi dan
sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan 28.000.000 80.000.000 98.000.000 114.000.000 184.000.000
Pemenuhan Hak AnakKewenangan
Provinsi
“Jumiah pemangku kepentingan
Teriaksananya Advokasi dan sosialisasi :;;?;x’r:’:a":a"::: :::::::;’::’a
Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak - 1 28000000 | 1 80.000.000 | 1 98.000.000 | 1 114000000 [ 1 184.000.000
ok Kowanangm o] sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan
Pemenuhan Hak Anak
Kewenangan Provinsi (Lembaga)
2.08.06.1.02 - Penguatan dan
o3 acavec 56.000.000 160.000.000 196.000.000 '228.000.000 368.000.000

Layanan Peningkatan Kualitas Hidup
Anak Kewenangan Provinsi
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TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1) (02) (03) (©4) (05) (06) (07) (08) (09) (19 (11) (12) (13 (14) (19)
Jumiah dokumen hasil Koordinasi
dan sinkronisasi pelaksanaan
(”S";x’:’R'::'flflRKkA)ya"g Komprehensif | o sampingan peningkatan kualitas| 2 4 56.000.000 6 160.000.000 8 196.000.000 | 10 228000000 | 10 368.000.000
SIS hidup anak kewenangan provinsi
(Dokumen)
jumiah lembaga penyedia layanan
Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Kewenangan Provinsi yang 7 7 7 7 7 7
mendapatkan pendampingan
(Lembaga)

2.08.06.1.02.0007 - Koordinasi dan

sinkronisasi pelaksanaan pendampingan 28.000.000 80.000.000 98.000.000 114.000.000 184.000.000

peningkatan kualitas hidup anak

kewenangan provinsi

©ertaksananya Koordinast dan Jumiah dokumen hasil Koordinas

sinkronisasi pelaksanaan pendampingan | %21 Sinkronisasi pelaksanaan

pendampingan peningkatan kualitas 2 4 28000000 | 6 80000000 | 8 98.000.000 | 10 114000000 [ 10 184.000.000
peningkatan kualitas hidup anak

Fonerangm proving hidup anak kewenangan provinsi

(Dokumen)

2.08.06.1.02.0010 - pendampingan

e PG angar] Sana) 28.000.000 80.000.000 98.000.000 114.000.000 184.000.000

penyedia layanan Peningkatan Kualitas

Hidup Anak Kewenangan Provinsi

Jumiah lembaga penyedia layanan

st T

peng peng g '92 | icewenangan Provinsi yang 7 7 28.000.000 7 80.000.000 7 98.000.000 7 114.000.000 7 184.000.000

penyedia layanan Peningkatan Kualfas | [ShE7a7en Bvieveng

Hidup Anak Kewenangan Provinsi Lombean

2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN

oL ET 1525.000.000 1.036.250.000 2.350.635.501 1.413.703.125 1.613.828.281

2.08.2.14.0.00.01.00
00-Dinas

e P Persentase Anak Memerlukan Pemberdayaan

penanganan tindak kekerasan, pel P

, penelantaran, ran " yang %0 9225 1525000000 | 955 1.036.250.000 [ 9575 2350635501 [ 96 1413703125 | 9625 1.613.828.281 pran;
Mendapatkan Layanan Periindungan Anak,
dan perlakuan salah lainnya terhadap
Komprehensif (Persentase) Pengendalian
anak
Penduduk dan
Keluarga Berencana
Indeks Perlindungan Knusus Anak
) 89,14 96,99 10147 105,53 10553 105,53

2.08.07.1.01 - Pencegahan Kekerasan

terhadap Anak yang Melibatkan para

b 324.000.000 222.000.000 450.000.000 300.000.000 300.000.000

Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Persentase Media Massa (Cetak,
Elekironik) yang bekerja sama dengan | Jumiah SDM yang mendapat
pemkablkota (Dinas PPPA) untuk Peningkatan kapasitas pencegahan| 50 50 324.000000 | 50 222000000 [ 50 450.000.000 | 50 300.000000 | 50 300.000.000
melakukan KIE Pencegahan Kekerasan | KtA Kewenangan Provinsi (Orang)
Terhadap Anak
Jumiah _Kerjasama para pihak
dalam pencegahan KiA 1 1 1 1 1 1
Kewenangan Provinsi (Dokumen)
“Jumiah pengambil kebijakan dan
pemangku kepentingan yang
mendapatkan Advokasi dan
sosialisasi pencegahan KA tingkat . i it <l i o
provinsi, masyarakat, serta
Kab/Kota (Lembaga)
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
OUTCOME / KEGIATAN / INDIKAT:;"??OME g TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PE:AAENRG;:‘AT KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (©4) (05) (06) (07) (08) (09) (19 (11) (12) (13 (14) (19
2.08.07.1.01.0006 - Peningkatan
kapasitas kepada SDM yang terkait
angaung pencegahan Kia Kewenangan 108.000.000 74.000.000 150.000.000 100.000.000 100.000.000
Provinsi
Teriaksananya peningkatan kapasitas | Jumlah SDM yang mendapat
kepada SDM yang terkait langsung Peningkatan kapasitas pencegahan| 50 50 108.000.000 [ 50 74000000 | 50 150.000.000 | 50 100.000.000 [ 50 100.000.000
pencegahan KIA KiA Kewenangan Provinsi (Orang)
2.08.07.1.01.0007 - Advokasi dan
sosialisas! pencegahan KIA kepada 108.000.000 74.000.000 150.000.000 100.000.000 100.000.000
pengambil kebijakan dan pemangku
kepentingan Kewenangan Provinsi
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi ;:ﬂ::gﬁ?:p’:::::::ik:n"g“"
pencegahan KIA kepada pengambil [ PERERR EREAIR AN
kebijakan dan pemangku kepentingan di - 41 108.000.000 | 41 74000000 | 41 150.000.000 | 41 100.000.000 [ 41 100.000.000
Unghat provins, masyarakar, sote sosialisasi pencegahan KiA tingkat
Ko provinsi, masyarakat, serta
KablKota (Lembaga)
2.08.07.1.01.0009 - Kerjasama para
pihak dalam pencegahan KtA 108.000.000 74.000.000 150.000.000 100.000.000 100.000.000
Kewenangan Provinsi
Terlaksananya Kerjasama para pihak | Jumlah _Kerjasama para pihak
dalam pencegahan KiA Kewenangan | dalam pencegahan KiA 1 1 108.000.000 [ 1 74000000 | 1 150.000.000 | 1 100.000.000 [ 1 100.000.000
Provinsi Kewenangan Provinsi (Dokumen)
2.08.07.1.02 - Penyediaan Layanan bagi
Anak yang Memerlukan Periindungan
Khusus yang Memeriakan Koordinest 864.000.000 592.000.000 1.200.000.000 850.000.000 860.000.000
Tingkat Daerah Provinsi
“Jumiah Anak Korban yang
Persentase Anak Memeriukan mendapatkan Layanan Pengaduan
Perlindungan Khusus Yang atau Penjangkauan tingkat Daerah - 5 864.000000 | 7 592.000000 | 10 1.200.000000 [ 12 850000000 | 14 860.000.000
Mendapatkan Layanan Komprehensif | Provinsi dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota (Orang)
“Jumiah Anak Korban yang
mendapatkan Layanan Pengaduan
atau Penjangkauan bagi Tingkat - 5 7 10 12 14
Daerah Provinsi dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota (Orang)
Jumiah Anak Korban Kekerasan
yang mendapatkan pendampingan
korban Tingkat Daerah Provinsi dan - 5 7 10 12 14
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
(Orang)
Jumiah Anak Korban Kekerasan
yang mendapatkan layanan spesifik|
untuk pemulihan korban Tingkat - 5 7 10 12 14
Daerah Provinsi dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota (Orang)
Jumiah Anak Korban Kekerasan
yang mendapatkan layanan rumah
periindungan bagi anak Korban
Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi . B v o £ w
dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
(Orang)
Jumiah Anak Korban Kekerasan
yang mendapatkan Layanan
Pengaduan atau Penjangkauan - 5 7 10 12 14

Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas
Daerah Kabupaten/Kota (Orang)
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OUTCOME / KEGIATAN / INDIKATODU'?"??OME U TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PEDRAAE"RGA':'AT KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (©4) (05) (06) (07) (08) (09) (19 (11) (12) (13 (14) (19)
Jumiah Anak Korban Kekerasan
yang mendapatkan Layanan
Pengaduan atau Penjangkauan
korban Tingkat Daerah Provinsi dan. . B v o £ w
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
(Orang)
Jumiah Anak Korban Kekerasan
yang mendapatkan layanan gelar
kasus bagi anak Korban Kekerasan - 5 7 10 12 14
Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas
Daerah Kabupaten/Kota (Orang)
2.08.07.1.02.0008 - Layanan
pendampingan korban bagi Anak Korban
Kokerasan mngkat Dacran Provinsi dan 108.000.000 74.000.000 150.000.000 100.000.000 110.000.000
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Jumiah Anak Korban Kekerasan
et e o
korban Tingkat Daerah Provinsi dan - 5 108.000.000 [ 7 74000000 | 10 150.000.000 | 12 100.000.000 [ 14 110.000.000
Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas
Daorah Kabupeten/Kota Lintas Daerah Kabupaten/Kota
(Orang)
2.08.07.1.02.0009 - layanan medikolegal
e Dt 108.000.000 74.000.000 150.000.000 100.000.000 100.000.000
Daerah Provinsi dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
Tersedianya layanan medikolegal bagi | 2uMiah Anak Korban Kekerasan
Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah | Y29 mendapatkan Layanan
Pengaduan atau Penjangkauan - 5 108.000.000 [ 7 74000000 | 10 150.000.000 | 12 100.000.000 [ 14 100.000.000
Provinsi dan Lintas Daerah
Kabupaton/Kola Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas
Daerah Kabupaten/Kota (Orang)
2.08.07.1.02.0010 - Layanan
Pengaduan atau Penjangkauan bagi
Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah 108.000.000 74.000.000 150.000.000 100.000.000 100.000.000
Provinsi dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
“Jumiah Anak Korban Kekerasan
Tersedianya Layanan Pengaduan atau  |yang mendapatkan Layanan
Penjangkauan bagi Anak Korban Pengaduan atau Penjangkauan
Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan | korban Tingkat Daerah Provinsi dan N s 108000000 7 74.000000 10 150000000 12 100000000 f 14 100.000.000
Lintas Daerah Kabupaten/Kota Lintas Daerah Kabupaten/Kota
(Orang)
2.08.07.1.02.0011 - layanan
pendampingan tenaga ahi bagi Anak
Korban Kekerasan Tingkat Daerah 108.000.000 74.000.000 150.000.000 100.000.000 100.000.000
Provinsi dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
“Jumiah Anak Korban yang
e g [ g
atau Penjangkauan bagi Tingkat - 5 108.000.000 [ 7 74000000 | 10 150.000.000 | 12 100.000.000 [ 14 100.000.000
Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas
Daorah Kabupeten/Kota Daerah Provinsi dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota (Orang)
2.08.07.1.02.0012 - layanan gelar kasus
bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat 108.000.000 74.000.000 150.000.000 100.000.000 100.000.000
Daerah Provinsi dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
“Jumiah Anak Korban Kekerasan
layanan gelar kasus bagi Anak Korban | yang mendapatkan layanan gelar
Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan | kasus bagi anak Korban Kekerasan - 5 108.000.000 [ 7 74000000 | 10 150.000.000 | 12 100.000.000 [ 14 100.000.000

Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas
Daerah Kabupaten/Kota (Orang)
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BIDANG URUSAN / PROGRAM /

BASELINE

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

OUTCOME / KEGIATAN / '"D'“T:u'?rgm“w“ " | 7aHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT | keTERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (©4) (05) (06) (07) (08) (09) (19 (11) (12) (13 (14) (19
2.08.07.1.02.0013 - layanan kesehatan
yang tidak djamin BPJS, Jamkesda, dan
Sumber pendanaan lainnya bagi Anak
o et e 20 108.000.000 74.000.000 150,000,000 150.000.000 150.000.000
Provinsi dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota&
Tersedianya layanan kesehatan yang
Jumiah Anak Korban yang
e S e [ Y e,
pe ¥a bag atau Penjangkauan tingkat Daerah - 5 108.000000 [ 7 74000000 | 10 150.000000 | 12 150000000 [ 14 150.000.000
Korban Kekerasan Tingkat Daerah
Provinsi dan Lintas Daerah
Provinsi dan Lintas Daerah Kapupatenikota Orone)
Kabupaten/Kota& P: 0
2.08.07.1.02.0014 - layanan spesifik
untuk pemulihan korban bagi Anak
Korban Kekerasan Tingkat Daerah 108.000.000 74.000.000 150,000,000 100.000.000 100.000.000
Provinsi dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
“Jumiah Anak Korban Kekerasan
e R U
P ag untuk pemulinan korban Tingkat - 5 108.000000 [ 7 74000000 | 10 150.000000 | 12 100.000.000 [ 14 100.000.000
Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan
Uintae Dacrah Kaoumatenota Daerah Provinsi dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota (Orang)
2.08.07.1.02.0015 - layanan rumah
perlindungan bagi Anak Korban
oy A e 108.000.000 74.000.000 150,000,000 100.000.000 100.000.000
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
“Jumiah Anak Korban Kekerasan
Tersedianya layanan rumah yang mendapatkan layanan rumah
perlindungan bagi Anak Korban perlindungan bagi anak Korban
Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan | Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi N s 108000000 7 74.000000 10 150000000 12 100000000 f 14 100.000.000
Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
(Orang)
2.08.07.1.03 - Penguatan dan
Pengembangan Lembaga Penyedia
Layanan bagi Anak yang Memerlukan
e ) 337.000.000 222.250.000 700.635.501 263.703.125 453.828.281
Provinsi dan Lintas Darah
Kabupaten/Kota
Persentase stakeholder yang diberikan
Penguatan dan Pengembangan
el gy || ISR AL o 6 337.000.000 8 222.250.000 10 700.635.501 12 263.703.125 14 453.828.281
yang Memeriukan Khusus [K Provinsi (D )
Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas
Daerah Kabupaten/Kota
Jumiah Lembaga Penyedia Layanan|
bagi Anak yang Memerlukan - 5 5 5 6 7
Perlindungan Khusus (Lembaga)
Jumiah SDM Lembaga Penyedia
Layanan bagi Anak yang
Memerlukan Perlindungan Khusus 2 2 22 2 £ Sy
(Orang)
2.08.07.1.03.0006 - Pengembangan KIE
(CTAT V) (TR G0 GRS 108.000.000 74.250.000 200.000.000 150.000.000 150.000.000
perlindungan khusus anak Kewenangan
Provinsi
Terselenggaranya KIE (komunikasi,
informasi, dan edukasi) perlindungan | Jumah KIE Perlindungan AMPK - 6 108.000.000 8 74.250.000 10 200.000.000 12 150.000.000 n 150.000.000

Khusus anak Kewenangan Provinsi

Kewenangan Provinsi (Dokumen)
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TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (©4) (05) (06) (07) (08) (09) (10 (11) (12) (13 (14) (19)
2.08.07.1.03.0010 - pendampingan

penguatan dan pengembangan lembaga

penyedia layanan bagi Anak yang 108.000.000 74.000.000 200.000.000 100.000.000 100.000.000

Memerlukan Perlindungan Khusus

kewenangan provinsi

Terlaksananya pendampingan

penguatan dan pengembangan lembaga | jumiah Lembaga Penyedia Layanan

penyedia layanan bagi Anak yang bagi Anak yang Memerlukan - 5 108.000000 [ 5 74000000 | 5 200000000 | 6 100000000 [ 7 100.000.000

Memerlukan Perlindungan Khusus Perlindungan Khusus (Lembaga)

kewenangan provinsi

2.08.07.1.03.0011 - Peningkatan

Kapasitas Sumberdaya Lembaga

Penyedia Layanan Penanganan bagi 121.000.000 74.000.000 300.635.501 13.703.125 203.628.281

Anak yang Memeriukan Perlindungan

Khusus Kewenangan Provinsi

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Lembaga Penyedia JL"a'“'::a:';M ‘Lzr::gznpe"ye“'a

Layanan Penanganan bagi Anak yang | -2Yanan bagl Anak yang 25 25 121.000000 [ 25 74000000 | 25 300635501 | 30 13703125 [ 30 203.628.281

Memerlukan Perlindungan Khusus

Memerlukan Perlindungan Khusus e

Kewenangan Provinsi (Orang)

2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN

BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK 800.000.000 920.000.000 1.040.000.000 1.160.000.000 1.360.000.000

DAN KELUARGA BERENCANA

2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN

DA 125.000.000 140.000.000 155.000.000 170.000.000 190.000.000

2.08.2.14.0.00.01.00
00-Dinas
Pemberdayaan
Terkendalinya Pertambahan Jumiah Perempuan,
e Total Fertilty Rate (TFR). (Orang) 226 225 125.000000 [ 224 140.000.000 | 223 155.000000 | 222 170.000.000 | 2.21 190.000.000 | FEERR
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana
"Angka kelahiran remaja umur 15-19
tahun (Age Specific Fertiity
SR B e 215 19.1- 187- 183- 179 173
1000 WUS 15-19 tahun)

2.14.02.1.01 - Pemaduan dan

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusal|

dengan Pemerintah Daerah Provinsi 60.000.000 65.000.000 70.000.000 80.000.000 85.000.000

dalam rangka Pengendalian Kuantitas

Penduduk

Jumiah Dokumen Penyusunan dan

Jumiah Dokumen Kebijakan Pemanfaatan Grand Design

Kependudukan (GDPK) yang Pembangunan Kependudukan 1 1 60.000.000 | 1 65.000000 | 1 70000000 | 1 80.000000 | 1 85.000.000

Disusun/Disinkronkan) (GDPK) Tingkat Provinsi

(Dokumen)

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pencatatan dan Pelaporan
(Laporan)

Jumlah Laporan Pelaksanaan
‘Advokasi dan Sosialisasi GDPK
(Laporan)
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / KEGIATAN / TODUTI?UT @ TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERGAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (©4) (05) (06) (07) (08) (09) (19 (11) (12) (13 (14) (19)
Jumiah Advokasi dan Sosialisasi
Pembentukan Rumah Data
Kependudukan di Kampung KB
Untuk Memperkuat Integrasi
Program Pembangunan Keluarga, e 2 2 2 2 2
Kependudukan, dan Keluarga
Berencana (Bangga Kencana) dan
Sektor Lain (Daerah)
202 L0 00 13.000.000 15.000.000 17.000.000 18.000.000 21.000.000
Sosialisasi GDPK.
Jumiah Laporan Pelaksanaan
(T;e;;z’a"a"ya Advokasi dan Sosialisasi | 4 gasi dan Sosialisasi GDPK 1 1 13.000.000 1 15.000.000 1 17.000.000 1 18.000.000 1 21.000.000
(Laporan)
2.14.02.1.01.0022 - Penyusunan dan
Pemanfaatan Grand Design
e 13.000.000 15.000.000 17.000.000 18.000.000 21.000.000
Tingkat Provinsi
Terlaksananya Penyusunan dan ;‘;’:::g:;‘;";’;:g’;‘;’;‘:a“ dan
Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan 1 1 13.000.000 1 15.000.000 1 17.000.000 1 18.000.000 1 21.000.000
Pembangunan Kependudukan (SDPK) |{ SN 1a0 Fopered
Tingkat Provinsi (Bokumon)
2.14.02.1.01.0023 - Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan 13.000.000 15.000.000 17.000.000 18.000.000 21.000.000
Pencatatan dan Pelaporan
“Jumiah Laporan Hasil Pembinaan
Terlaksananya Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan dan Pengawasan Penyelenggaraan 1 1 13.000.000 1 15.000.000 1 17.000.000 1 18.000.000 1 21.000.000
Pencatatan dan Pelaporan
Pencatatan dan Pelaporan Lanorany
2.14.02.1.01.0024 - Advokasi dan
Sosialisasi Pembentukan Rumah Data
Kependudukan di Kampung KB Untuk 21.000.000 20.000.000 19.000.000 26.000.000 22.000.000
Memperkuat Integrasi Program Bangga
Kencana dan Sektor Lain
Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi ;‘ﬂ:zmg:;’;::; f)?:"sas'
Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB
Kependudukan di Kampung KB Uniuk | (oPSTELCan KEmPng,
Memperkuat Integrasi Program 10 2 21000000 | 2 20000000 | 2 19.000000 [ 2 26000000 | 2 22.000.000
Program Pembangunan Keluarga
Pembangunan Keluarga, Kependudukan | 29120 FEmbara.nar Cor aroe:
dan Keluarga Berencana (Bangga B e Ko
Kencana) dan Sektor Lain Sekior Lo (o)
2.14.02.1.02 - Pemetaan Perkiraan
Pengendalian Penduduk Cakupan 65.000.000 75.000.000 85.000.000 90.000.000 105.000.000
Daerah Provinsi
Jumiah RDK Aktif 0 o o 0 0
Jumiah Dokumen Hasil Pemetaan
Ee’s’e""’se Ketersediaan Data Mikro | 5 -2m Bangga Kencana 1 1 65.000.000 1 75.000.000 1 85.000.000 1 90.000.000 1 105.000.000
eluarga )
Jumiah Dokumen Profil program
Bangga Kencana tingkat provinsi, ; " " ; " "
Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga (Dokumen)
Jumiah Dokumen Pengembangan
Model Solusi Strategis ; " " ; " "
Pengendalian Dampak
Kependudukan (Dokumen)





image26.png
TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / JTC BASELINE RAN
OUTCOME / KEGIATAN / |ND|KAT°0‘:1-"?UT OVEY TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PEDAERG;:‘AT KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU

(01) (02) (03) (©4) (05) (06) (07) (08) (09) (19 (1) (12) (13) (14) (19)

Jumiah Dokumen Hasil Koordinasi,

Penyediaan, dan Pengolahan Data q 7 " q 7 "

Kependudukan Berbasis Keluarga

(Dokumen)

Jumiah Advokasi dan Sosialisasi

Pelaksanaan Pendidikan

Kependudukan Jalur Formal di

Satuan Pendidikan Jenjang g q q q q q

SLTA-MA, Jalur Nonformal dan

Informal Pada Ormas Pengelola

Kelompok Kegiatan Masyarakat

(Organiasasi)

2.14.02.1.02.0009 - Penyediaan

Dukungan Penyelenggaraan Pendataan 13.000.000 15.000.000 17.000.000 18.000.000 21.000.000

dan Pemutakhiran Data Keluarga

Jumiah Advokasi dan Sosialisasi
Pelaksanaan Pendidikan
Tosotas e Koo o Pl
Penyelenggaraan Pendataan dan Lk 5 1 13.000.000 [ 1 15.000.000 | 1 17.000.000 [ 1 18.000.000 [ 1 21.000.000
SLTA-MA, Jalur Nonformal dan
Pemutakhiran Data Keluarga
Informal Pada Ormas Pengelola
Kelompok Kegiatan Masyarakat
(Organiasasi)

2.14.02.1.02.0010 - Penyusunan Profil

program Pembangunan Keluarga,

Koamductukan, can Keluarga Berancanal 13.000.000 15.000.000 17.000.000 18.000.000 21.000.000

(Bangga Kencana)

Teriaksananya Penyusunan profil

program Bangga Kenana tingkat Jumiah Dokumen Profil program

provinsi (Termasuk diseminasi hasil | g2 &h BOMITen (1ot Podret,

penyusunan profil, penetapan parameter, | 22"99 ingkat pr g 1 1 13.000.000 1 15.000.000 1 17.000.000 1 18.000.000 1 21.000.000

Keluarga Berencana dan

dan evaluasi parameter Pengendalian | oot B9% PURVER TR L

Penduduk dan KB dalam dokumen 9 9

perencanaan pembangunan daerah)

2.14.02.1.02.0011 - Pengembangan

Model Solusi Strategis Pengendalian 13.000.000 15.000.000 17.000.000 18.000.000 21.000.000

Dampak Kependudukan

Terlaksananya Pengembangan Model i,"g:";ﬂ;“,gi’;.:;?"‘“"“a"

Solusi Strategis Pengendalian Dampak 1 1 13.000.000 [ 1 15.000.000 | 1 17.000.000 [ 1 18.000.000 [ 1 21.000.000

Kepondudukan Pengendalian Dampak

Kependudukan (Dokumen)

2.14.02.1.02.0012 - Pemetaan Program

Pembangunan Keluarga, Kependudukan, 13.000.000 15.000.000 17.000.000 18.000.000 21.000.000

dan Keluarga Berencana (Bangga

Kencana)

Tertakeananya Pemataan Program “Jumiah Dokumen Hasil Pemetaan

v rog Program Bangga Kencana 1 1 13.000.000 [ 1 15.000.000 | 1 17.000.000 [ 1 18.000.000 [ 1 21.000.000

Bangga Kencana

(Dokumen)

2.14.02.1.02.0013 - Koordinasi,

Penyediaan, dan Pengolahan Data 13.000.000 15.000.000 17.000.000 18.000.000 21.000.000

Kependudukan Berbasis Keluarga

“Jumiah Dokumen Hasil Koordinasi

Teriaksananya Koordinasi, Penyediaan, :

dan Pengolahan Data Kependudukan | - enyediaan. dan Pengolahan Data 1 1 13.000.000 1 15.000.000 1 17.000.000 1 18.000.000 1 21.000.000

Berbasis Koluarga Kependudukan Berbasis Keluarga

(Dokumen)
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN
KELUARGA BERENCANA (KB) 250.000.000 280.000.000 310.000.000 340.000.000 1400.000.000
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2.08.2.14.0.00.01.00
00-Dinas
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran | Angka Prevalensi Kontrasepsi ';::‘":p’::fa"
Serta Masyarakat Dalam Pembinaan | Modern/Modern Contraceptive 69 69,18 250000000 | 68,3 280.000.000 | 69,42 310.000.000 | 6955 340.000.000 | 69,68 400.000.000 3
Perindungan Anak,
Keluarga Berencana (KB) (MCPR) (Persentase)
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana
Persentase kebutuhan ber-KB yang
tidak terpenuhi (unmet need) (%) e &= ol (D o %
2.14.03.1.01 - Pengembangan Desain
Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan
Advokasi, Komunikasi, Informasi dan
T o e 127.000.000 142.000.000 157.000.000 172.000.000 202.000.000
dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai
Kearifan Budaya Lokl
Jumiah Laporan Penggunaan
Media Massa Cetak dan Elektronik
Serta Media Luar Ruang untuk
Advokasi, Promosi dan KIE
Meningkatnya Kualitas Hidup Program Pembangunan Keluarga, 1 1 127.000000 [ 1 142.000000 | 1 157.000000 [ 1 172000000 [ 1 202.000.000
Kependudukan, dan Keluarga
Berencana (Bangga Kencana)
Sesuai Kearifan Budaya Lokal
(Laporan)
Jumiah fasiltasi Kerja Sama
dengan Stakeholders dan Mitra
Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi,
Promosi dan KIE Program - a A o a A
Pembangunan Keluarga,
Kependudukan, dan Keluarga
Berencana (Bangga Kencana)
(Daerah)
“Jumiah Dokumen Hasil Advokast
dan KIE Program Bangga Kencana 1 1 1 1 1 1
Melalui Mitra Kerja (Daerah)
2.14.03.1.01.0010 - Fasiltasi Kerja Sama|
dengan Stakeholders dan Mitra Kerja
e kearman Aokt Promasi 41.000.000 46.000.000 51.000.000 56.000.000 66.000.000
dan KIE Program Bangga Kencana
Jumiah fasiltasi Kerja Sama
Terlaksananya fasiltasi Kerja Sama | dengan Stakeholders dan Mitra
dengan Stakeholders dan Mitra Kerja | Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi |
dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi | Promosi dan KIE Program 10 2 41000000 | 2 6000000 | 2 s1000000 | 2 s6000000 | 2 56.000.000
dan KIE Program Pembangunan Pembangunan Keluarga,
Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga | Kependudukan, dan Keluarga
Berencana (Bangga Kencana) Berencana (Bangga Kencana)
(Daerah)
2.14.03.1.01.0011 - Penggunaan Media
Massa Cotak dan Elekironik Serta Media
Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi 41.000.000 46.000.000 51.000.000 56.000.000 66.000.000
dan KIE Program Bangga Kencana
Sesuai Kearifan Budaya Lokal
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“Jumlah Laporan Penggunaan
Digunakannya Media Massa Cetak dan | Media Massa Cetak dan Elektronik
Elekironik Serta Media Luar Ruang untuk| Serta Media Luar Ruang untuk
Advokasi, Promosi dan KIE Penggunaan | Advokasi, Promosi dan KIE
Media Massa Cetak dan Elektronik Serta | Program Pembangunan Keluarga, 1 1 41000000 | 1 46000000 | 1 51000000 | 1 56.000000 | 1 66.000.000
Media Luar Ruang untuk Advokasi, Kependudukan, dan Keluarga
Promosi dan KIE Program Bangga Berencana (Bangga Kencana)
Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Sesuai Kearifan Budaya Lokal
(Laporan)
2.14.03.1.01.0012 - Pelaksanaan
Advokasi dan KIE Program Bangga 45.000.000 50.000.000 55.000.000 60.000.000 70.000.000
Kencana Melalui Mitra Keria
Terlaksananya Advokasi dan KIE “Jumiah Dokumen Hasil Advokasi
Program Bangga Kencana Melalui Mitra | dan KIE Program Bangga Kencana 1 1 45000000 | 1 50000000 | 1 55000000 | 1 60000000 | 1 70.000.000
Kerja Melalui Mitra Kerja (Daerah)
2.14.03.1.02 - Pemberdayaan dan
Peningkatan Peran serta Organisasi
Kemasyarakatan Tingkat Daerah 123.000.000 138.000.000 153,000,000 168.000.000 198.000.000
Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan
dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
Jumiah Dokumen Hasil
Pengembangan Strategi
Operasional dalam Rangka
Persentase Perangkat Daerah berperan | Pemberdayaan dan Peningkatan
e e o] 1 1 123.000000 [ 1 138.000000 [ 1 153.000000 [ 1 168.000.000 [ 1 198.000.000
Kemasyarakatan Dalam Pelayanan
dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
(Dokumen)
Jumiah Organisast yang Mengikuti
Pengembangan dan Penguatan
Jejaring Kemitraan dalam Program
Pembangunan Keluarga, 5 1 1 1 1 1
Kependudukan, dan Keluarga
Berencana (Bangga Kencana)
(Organisasi)
Jumiah Organisasi yang Mengikuti
Peningkatan Peran Serta dan Kerja
Sama Organisasi KeMasyarakatan 5 1 1 1 1 1
dalam Pelayanan dan Pembinaan
Kesertaan Ber-KB (Organisasi)
2.14.03.1.02.0001 - Pengembangan
Strategi Operasional dalam rangka
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran
e T T e 41.000.000 46.000.000 51.000.000 56.000.000 66.000.000
Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan
BerKB
“Jumiah Dokumen Hasil
Terlaksananya Pengembangan Strategi | Pengembangan Strategi
Operasional dalam Rangka Operasional dalam Rangka
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran | Pemberdayaan dan Peningkatan
ot Oreensi Ketaeymraxatan batar| Peran Serts Oraamionct 1 1 41000000 | 1 46000000 | 1 51000000 | 1 56.000000 | 1 66.000.000
Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan | Kemasyarakatan Dalam Pelayanan
BerKB dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
(Dokumen)
2.14.03.1.02.0002 - Peningkatan Peran
Endlen e O 41.000.000 46.000.000 51.000.000 56.000.000 66.000.000
KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan
Pembinaan Kesertaan Ber-KB
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Terpenuhinya Organisasi yang Mengikuti | Jumlah Organisasi yang Mengikuti
Peningkatan Peran Serta dan Kerja Peningkatan Peran Serta dan Kerja
Sama Organisasi KeMasyarakatan Sama Organisasi KeMasyarakatan 5 1 41.000.000 1 46.000.000 1 51.000.000 1 56.000.000 1 66.000.000
dalam Pelayanan dan Pembinaan dalam Pelayanan dan Pembinaan
Kesertaan Ber-KB Kesertaan Ber-KB (Organisasi)
2.14.03.1.02.0004 - Pengembangan dan
Penguatan Jejaring Kemitraan dalam 41.000.000 46.000.000 51.000.000 56.000.000 66.000.000

Program Bangga Kencana

Jumiah Organisasi yang Mengikuti
Pengembangan dan Penguatan

Jejaring Kemitraan dalam Program
Pembangunan Keluarga, 5 1 41.000.000 1 46.000.000 1 51.000.000 1 56.000.000 1 66.000.000
Kependudukan, dan Keluarga
Berencana (Bangga Kencana)

Terpenuhinya Organisasi yang Mengikuti
Pengembangan dan Penguatan Jejaring
Kemitraan dalam Program
Pembangunan Keluarga, Kependudukan,
dan Keluarga Berencana (Bangga

Kencana) (Organisasi)
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN
DAN PENINGKATAN KELUARGA 425.000.000 500.000.000 575.000.000 650.000.000 770.000.000
SEJAHTERA (KS)
2.08.2.14.0.00.01.00
00-Dinas
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran | Presentase Keluarga yang ';:'r::’:'l';::‘aa"
Serta Masyarakat Dalam Pembinaan | Mengikuti Kelompok Kegiatan 98,58 98,58 425000000 | 9858 500.000.000 | 9858 575.000.000 | 98,58 650000.000 | 98,58 770.000.000 e
Perindungan Anak,
Keluarga Sejahtera (KS) Ketahanan Keluarga (Persentase)
Pengendalian
Penduduk dan

Keluarga Berencana

2.14.04.1.01 - Pengelolaan Pelaksanaan
Desain Program Pembangunan Keluarga
Melalui Pembinaan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga

266.000.000 314.000.000 362.000.000 407.000.000 482.000.000

Jumlah Laporan Hasil Advokasi,
Sosialisasi dan Promosi Indeks
Pembangunan Keluarga (iBangga) 5 1 266.000.000 1 314.000.000 1 362.000.000 1 407.000.000 1 482.000.000
Tingkat Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Daerah)

Meningkatkan ketahanan dan
kesejahteraan keluarga

Jumlah Dokumen Hasil
Penyerasian Kebijakan dalam
Pelaksanaan Program yang
Mendukung Tercapainya iBangga
(Indeks Pembangunan Keluarga)
(Dokumen)

Jumlah kabupaten/kota yang
mendapat pembinaan Peningkatan
Akses dan Kualitas Ketahanan
Keluarga dan Remaja (Daerah)

Jumlah kelompok Genre yang
mendapaat sosialisasi dan
Pembinaan Remaja tentang
Generasi Berencana (Kelompok)

Jumlah Koordinasi Evaluasi
Pencapaian iBangga (Indeks 10 2 2 2 2 2
Pembangunan Keluarga) (Daerah)

2.14.04.1.01.0019 - Sosialisasi dan
Pembinaan Remaja tentang Generasi 53.000.000 62.000.000 71.000.000 81.000.000 96.000.000
Berencana

Jumlah kelompok Genre yang
mendapaat sosialisasi dan
Pembinaan Remaja tentang
Generasi Berencana (Kelompok)

Terlaksananya Sosialisasi dan
Pembinaan Remaja tentang Generasi
Berencana

12 3 53.000.000 2 62.000.000 2 71.000.000 2 81.000.000 2 96.000.000
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2.14.04.1.01.0020 - Pembinaan
Peningkatan Akses dan Kualitas 53.000.000 62.000.000 71.000.000 81.000.000 96.000.000
Ketahanan Keluarga dan Remaja
Terlaksananya Pembinaan Peningkatan i‘;ﬁ;z‘;‘:ﬁxﬁiﬁﬁk atan
Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga 10 2 53000000 | 2 62000000 | 2 71000000 | 2 81.000000 | 2 96.000.000
o oo Akses dan Kualttas Ketahanan

Keluarga dan Remaja (Daerah)
2.14.04.1.01.0022 - Advokas, Sosialisas]|
e ammmo=ta 53.000.000 62.000.000 71.000.000 81.000.000 96.000.000
Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan | 2umah Laporan Hasil Advokasi,
Promosi Indeks Pembangunan Keluarga | SCSialisasi dan Promosi Indeks

Pembangunan Keluarga (Bangga) 5 1 53000000 | 1 62000000 | 1 71000000 | 1 81.000000 | 1 96.000.000
(iBangga) Tingkat Provinsi dan
patireditos Tingkat Provinsi dan

Kabupaten/Kota (Daerah)
2.14.04.1.01.0025 - Penyerasian
Kebijakan dalam Pelaksanaan Program 53.000.000 62.000.000 71.000.000 81.000.000 96.000.000
yang Mendukung Tercapainya Indeks
Pembangunan Keluarga (iBangga)

“Jumiah Dokumen Hasil
Terlaksananya Penyerasian Kebijakan | Penyerasian Kebijakan dalam
dalam Pelaksanaan Program yang Pelaksanaan Program yang 1 1 53.000.000 1 62.000.000 1 71.000.000 1 81.000.000 1 96.000.000
Mendukung Tercapainya iBangga Mendukung Tercapainya iBangga
(Indeks Pembangunan Keluarga) (Indeks Pembangunan Keluarga)

(Dokumen)
2.14.04.1.01.0027 - Pelaksanaan
Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBanggal 54.000.000 66.000.000 78.000.000 83.000.000 98.000.000
(Indeks Pembangunan Keluarga)
Terlaksananya Koordinas| Evaluasi Jumiah Koordinasi Evaluasi
Pencapaian iBangga (Indeks Pencapaian iBangga (Indeks 10 2 54000000 | 2 66000000 [ 2 78000000 | 2 83.000000 | 2 98.000.000
Pembangunan Keluarga) Pembangunan Keluarga) (Daerah)
2.14.04.1.02 - Pemberdayaan dan
Peningkatan Peran serta Organisasi
e el 159.000.000 186.000.000 213.000.000 243.000.000 288.000.000
Provinsi dalam Pembangunan Keluarga
Melalui Pembinaan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
Meningkatnya peran serta organisasi é‘g:‘iuaz:'::r'g:’;‘::;aa{““
kemasyarakatan dalam pembangunan 5 1 159.000000 [ 1 186.000000 | 1 213000000 | 1 243000000 | 1 288.000.000
s provinsi dan kabupaten/kota

(Laporan)

Jumiah Laporan Hasil Pembinaan

Ketahanan Keluarga Rentan - " " ; " "

melalui Pusat Pelayanan Keluarga

Sejahtera (Satyagalra) (Laporan)

Jumiah Laporan Hasil Pembinaan

dan Pendampingan Program - " " ; " "

Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

(Laporan)
2.14.04.1.02.0007 - Fasiltasi kegiatan
pemberdayaan Ekonomi Keluarga di 53.000.000 62.000.000 71.000.000 81.000.000 96.000.000
tingkat provinsi dan kabupaten/kota
Terlaksananya fasiltasi kegiatan é‘;’:ﬁuﬁiﬁ:{'g:?:zﬁ;z{“"
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di 5 1 53000000 | 1 62000000 | 1 71000000 | 1 81.000000 | 1 96.000.000

tingkat provinsi dan kabupaten/kota

provinsi dan kabupaten/kota
(Laporan)
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2.14.04.1.02.0010 - Pembinaan
Ketahanan Keluarga Rentan melalui

Puset Polayanan Kolusmga Sejehior 53.000.000 62.000.000 71.000.000 81.000.000 96.000.000
(satyagatra)

Terlaksananya Pembinaan Ketahanan | Jumiah Laporan Hasil Pembinaan

Keluarga Rentan melalui Pusat Ketahanan Keluarga Rentan 5 1 53.000.000 1 62.000.000 1 71.000.000 1 81.000.000 1 96.000.000
Pelayanan Keluarga Sejahtera melalui Pusat Pelayanan Keluarga

(Satyagatra) Sejahtera (Satyagalra) (Laporan)

2.14.04.1.02.0011 - Pembinaan dan

Pendampingan Program Pemberdayaan 53.000.000 62.000.000 71.000.000 81.000.000 96.000.000
Ekonomi Keluarga

Terlaksananya Pembinaan dan ::':ﬁzni"r:'?: ::’;":e":z"aa"

pendampingan Program Pemberdayaan wingan Prog 5 1 53000000 | 1 62000000 | 1 71000000 | 1 81.000000 | 1 96.000.000

Ekonomi Keluarga

Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
(Laporan)
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